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Default - SPT

by | I
Bl se—————— ;
) HEADER Secara default,
Konsep SPT akan menyajikan:
% A IDENTITAS WAJIB BPAJAK * Induk SPT: (10 Bagian, huruf A-J)

« L2: "Daftar Kepemilikan”

o Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal,
3 €. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUN DEJEK PAJAK dan Jumlah Dividen/ Pembagian Laba
yang dibagikan serta Daftar Susunan
Pengurus dan Komisaris

F B INFORMAS] LAPDRAN KEUANGAN

; DL PENGHITUNGAN PPh

» E. PENGURANG PPh TERUTANG o Daftar Penyertaan Modal, Utang,
dan/atau Piutang Pada Perusahaan

» F.PPh KURANGILEBIH BAYAR e .
Afiliasi

¥ G, PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHLUN BERJALAN [ ] L11-B: ”Perhitungan Biaya Pinjaman

Yang Dapat Dibebankan Untuk
Keperluan Penghitungan PPh" O io

A H, PERNYATAAN THANSAKSE

;L LAMPIRAM LAINNYA

2 PERHYATAAN il Sesuai 169/PMK.010/2015 dan PER-25/PJ/2017

m Bw.r - l‘pnr

E—— WWWpaJakgOId



Induk SPT- Header

+ HEADER

Metode Pembukuan/Pencatatan, terdiri dari:
1. Pembukuan Stelsel Akrual
(Secara default sistem akan memilih metode ini)

2. Pembukuan Stelsel Kas ic
(Pilihan ini dapat dipilih hanya jika WP sudah mengajukan izin pembukuan dengan stelsel kas)

il Pengajuan ijin pembukuan melalui stelsel kas dilakukan melalui modul Layanan Administrasi --> Buat Permohonan Layanan
Administrasi --> AS.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas --> AS.04-02. LA.04-02. Pemberitahuan
Pembukuan Stelsel Kas
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Induk SPT- A. Identitas Wajib Pajak

v A IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NPWP 0012345678910000
2. Nama PT NYA BADAN
= T Emmmm————— 1
3. Alamat Email : adminpajak@ptnyabadan.com L
k-
4. Nomor Telepon : 085677777777 I
o Dok e —— i

Data terisi secara otomatis berdasarkan probis registrasi.

i Untuk melakukan perubahan data utama, masuk ke modul Portal Saya --> Profil Saya --> Informasi Umum --> Edit --> Detail Kontak
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Induk SPT- B. Informasi Laporan Keuangan

= = B S L AP D BAN A ANGAN, e e e e e e e e e -
i
e ———————— S
| f N
: a izal a Lamy 1 :\ ’:
! % Apikish Eapgrin Keuangen diEudn ol AkUnten Bublie + ) ek "&,'-.? """"""""" @ Ya, silahkan mengisi isian berikutnya
[ || T R A SRSt SRR e e v s R 000 O O - e L
: B 5ir i :r :
I

: [ P 1] 1-Fuk : IL ——————— 1
- I - I
: Mmn Ka I1F:L t 1 | :
" e ——— ) i
I I
I I
: :
: Sektor Usaha (Kode Lampiran Rekonsiliasi Laporan Kolom: :
: Keuangan): * 2.a.Opini Auditor :
: «  Umum (L1-A) * Infrastcruktur (L1-)) (Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Tanpa Pengecualian :
: Pabrikan (L1-B) *  Sekuritas (L1-K) dengan Paragraf Penjelasan, Wajar dengan Pengecualian, :
! « Perdagangan (L1-C) * Pembiayaan (L1-1) Tidak Wajar, Tidak Menyatakan Pendapat) !
L, * Jasa(L1-D) » 2.b. NPWP Kantor Akuntan Publik L

* Bank Konvensional (L1-E) Diisi dengan NPWP Kantor Akuntan Publik atau NPWP

« Dana Pensiun (L1-F) Akuntan Publik yang menandatangani Laporan Audit

e Asuransi (L1-G) + 2.c. Nama Kantor Akuntan Publik

* Properti (L1-H) akan terbuka jika pertanyaan “2. Apakah Laporan Keuangan

« Bank Syariah (L1-I) diaudit oleh Akuntan Publik?" diisi dengan jawaban 0 “Ya"
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Penghasilan yang dikenakan PPh yang Bersifat Final dan
I nd u k S PT_ C . yang Tidak Termasuk Objek Pajak

G, PENGHASILAN YANG DIKENAKAMN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAM YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1.8, Apakah Wallb Pajak mensfima atau memgsroleh penghasiian dari usaha dengan persdaran brito Q lidax T
tartentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *

2. Apakah Wajit Pajak meénerima atau memperolen penghasilan yang dikenakan PPh yang barsifet fina G Lot "
E Nty D s K sl R o A A AT sk bl Bl e Ticiak ¥a
3. Apakah Wajih Pajak menarima alsl memperoleh penghasilan yang tidak termasul objel pajk a 2a B

Pertanyaan Bagian C

1.a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan
peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *

1.b. Apakah penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha
dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *

2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh
yang bersifat final?

3. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk
objek pajak? *

B Ya

Lampiran L-5 Jumlah Peredaran
Bruto dan angka 1.b.

Angka 17.b "Apakah terdapat Surat
Keputusan Persetujuan
Pengangsuran atau Penundaan
Pembayaran Pajak?” dan menutup
bagian D.

Lampiran L-4 Bagian A
“Penghasilan Yang Dikenakan PPh
Yang Bersifat Final”

Lampiran L-4 Bagian B “"Penghasilan
Yang Tidak Termasuk Objek Pajak”

B Tidak

lanjut pertanyaan
berikutnya

Buka bagian D.
Penghitungan PPh
(umum)

Sistem memvalidasi
apakah WP memiliki bukti
potong final

lanjut pertanyaan
berikutnya
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Penghasilan yang dikenakan PPh yang Bersifat Final dan
I nd u k S PT_ C . yang Tidak Termasuk Objek Pajak

w . PENGHASILAM YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

la. Apakan Wapb Pajak mensfima stau mamperoleh panohasian dai

tartenty yang didenakan PR yang bersital Binal?

Jika pilih@ "Tidak"”, maka diminta untuk menjawab
pertanyaan berikutnya “2. Apakah Wajib Pajak
menerima atau memperoleh penghasilan yang
dikenakan PPh yang bersifat final? *

il Aturan terkait: PP 55 Tahun 2022
O O Subjek terkait: WP Peredaran Bruto Tertentu sesuai PP 55 Tahun 2022

Esdha gengan pefesaran biulo

______ Npm————y
|r 1k I|r Ya 1
| g |
------ ’ -----'

Jika pilih O "Ya", maka akan :

terbuka Lampiran L-5 (Rekap Peredaran Bruto) ; dan
muncul pertanyaan lanjutan:

“1.b. Apakah penghasilan Wajib Pajak semata-
mata hanya penghasilan dari usaha dengan
peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang
bersifat Final? “

www.pajak.go.id



Penghasilan yang dikenakan PPh yang Bersifat Final dan
I nd u k S PT_ C . yang Tidak Termasuk Objek Pajak

w . PENGHASILAM YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

(= = (o )
1. Apakah penghasiian Wajilbh Fajak semala-mata hanya penghasilan dar usaha dengan persdanan | 0 idak I | Yo 1
bruta tertentu vang dikenakan PPR vang Dersifst Final? * e e e D -
Jika pilih@ "Tidak”, maka diminta untuk menjawab Jika pilih O "Ya", maka diminta untuk mengisi
pertanyaan di Bagian D. Penghitungan PPh Jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda

pembayarannya angka 17b.

il Aturan terkait: PP 55 Tahun 2022
O O Subjek terkait: WP Peredaran Bruto Tertentu sesuai PP 55 Tahun 2022

E—— WWWpaJakgOId



Penghasilan yang dikenakan PPh yang Bersifat Final dan
I nd u k S PT_ C . yang Tidak Termasuk Objek Pajak

w . PENGHASILAM YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

(IS

2. Apakah Wajin Pajak menarima atau memperoleh penghasitan yang dikenakan PPh yang barsitat final? I‘_io___"_'l: {___-_"‘_J
Jika pilih@ "Tidak", maka: Jika pilih O "Ya", maka diminta untuk mengisi
sistem memvalidasi apakah WP memiliki bukti Lampiran 4 Bagian A. Penghasilan yang
pemotongan final (BPPU) atau bukti penyetoran Dikenakan PPh yang Bersifat Final

sendiri (BPSP) atau tidak.

Jika ada, harus jawab Ya untuk dicek. Jika tidak,
diminta untuk menjawab pertanyaan berikutnya
“3. Apakah Wajib Pajak menerima atau
memperoleh penghasilan yang tidak termasuk
objek pajak?”

E—— WWWpaJakgOId



i Aturan terkait: Penghasilan yang dikenakan PPh Final

Jenis Penghasilan
(Objek Pajak)

Tarif & Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Subjek Pajak (Kriteria Penerima & Pihak Pemotong/Penyetor)

Peraturan
Pemerintah (PP) /
Menteri Keuangan

Penghasilan Sektor Keuangan dan Investasi

(PMK) Terkait

Bunga
Deposito/Tabungan,
Jasa Giro, dan Diskonto
Sertifikat Bank
Indonesia (SBI)

Umum:
- 20% x Jumlah Bruto (WPDN & BUT).
- 20% atau tarif P3B x Jumlah Bruto (WPLN).

Khusus Deposito DHE:
- Tarif 0% - 10% tergantung mata uang dan
jangka waktu.

Penerima: Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP), Badan, BUT, WPLN.
Pengecualian: Bunga dari saldo < Rp7.500.000, bunga yang diterima
Bank, Dana Pensiun yang disahkan, dan bunga tabungan KPR
Rumah/Kavling Sederhana, Sangat Sederhana, & Rusun Sederhana.

Pemotong: Bank atau Bank Indonesia. [Dokumen Yang
Dipersamakan dengan Bukti Potong]

PP No. 131 Tahun
2000 stdtd. PP No. 123
Tahun 2015;

PMK No.
212/PMK.03/2018

Bunga dan/atau
Diskonto Obligasi

10% x Jumlah Bruto Bunga atau Diskonto.

Penerima: WP Dalam Negeri (OP & Badan) dan BUT.
Pengecualian: WP Dana Pensiun yang disahkan dan WP Bank

PP No. 91 Tahun 2021;
PMK No.

(termasuk Surat Utang (dikenai PPh non-final). 07/PMK.011/2012

Negara/SUN) (mengubah PMK
Pemotong: Emiten, Kustodian, Perusahaan Efek, Dealer, atau Bank. 85/PMK.03/2011)

Dividen yang 10% x Jumlah Bruto Dividen. Penerima: WP Orang Pribadi Dalam Negeri. PP No. 19 Tahun 2009;

Diterima/Diperoleh WP
Orang Pribadi Dalam
Negeri

Pengecualian: Dikecualikan dari objek PPh jika
diinvestasikan di Indonesia selama min. 3
tahun.

Pemotong: Pihak yang membayar dividen (jika tidak memenubhi
syarat investasi). Namun sejak 2021 tidak dipotong.

Penyetor: WP OP sendiri jika tidak dipotong/tidak diinvestasikan.
[BPSP]

PMK No.
18/PMK.03/2021
(terkait investasi);

PMK No.
111/PMK.03/2010 (tata
cara pemotongan)

Transaksi Penjualan
Saham di Bursa Efek

Saham Biasa: 0.1% x Nilai Bruto Transaksi.
Saham Pendiri: Tambahan 0.5% x Nilai Saham
saat IPO.

Penerima: WP OP atau Badan yang menjual saham.
Pemotong: Penyelenggara Bursa Efek melalui Perantara Pedagang
Efek. Emiten untuk tambahan PPh saham pendiri.

PP No. 14 Tahun 1997;
PMK No. 81 Tahun
2024 (berlaku 1 Jan
2025)

Transaksi Penjualan
Saham Milik Perusahaan
Modal Ventura

0.1% x Nilai Bruto Transaksi.

Penerima: Perusahaan Modal Ventura.
Pemotong: Penyelenggara Bursa Efek atau Notaris (jika tidak di
bursa).

PP No. 4 Tahun 1995
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i Aturan terkait: Penghasilan yang dikenakan PPh Final

Jenis Penghasilan

(Objek Pajak)

Tarif & Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Subjek Pajak (Kriteria Penerima & Pihak Pemotong/Penyetor)

Peraturan
Pemerintah (PP) /
Menteri Keuangan

Penghasilan Sektor Properti dan Jasa Konstruksi

(PMK) Terkait

Persewaan Tanah
dan/atau Bangunan

10% x Jumlah Bruto Nilai Persewaan (termasuk Penerima: WP OP atau Badan pemilik properti.

service charge).

Pemotong: Penyewa (jika Badan, Instansi Pemerintah, atau WP OP
yang ditunjuk). [BPPU]
Penyetor: Pemilik properti (jika penyewa bukan pemotong). [BPSP]

PP No. 34 Tahun
2017

Pengalihan Hak atas
Tanah dan/atau
Bangunan

Umum: 2.5% x Nilai Bruto Pengalihan.

Rumah Sederhana/Rusun Sederhana oleh

Developer: 1% x Nilai Bruto Pengalihan.

Pengalihan ke Pemerintah untuk Kepentingan

Umum: 0%.

Penerima: WP OP atau Badan yang mengalihkan hak.
Pemotong: IP jika pembeli adalah Instansi Pemerintah [BPPU]
Penyetor: Wajib disetor sendiri oleh pihak yang mengalihkan hak
sebelum akta ditandatangani, kecuali bertransaksi ke Instansi
Pemerintah. [Kode Billing Mandiri]

PP No. 34 Tahun
2016;

PMK No.
261/PMK.03/2016
(dicabut oleh PMK
81/2024 per 1 Jan
2025)

Usaha Jasa Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi:

- 1.75% (bersertifikat kecil/OP)

- 2.65% (bersertifikat menengah/besar)
- 4% (tidak bersertifikat)

Konsultansi Konstruksi:

- 3.5% (bersertifikat)

- 6% (tidak bersertifikat)

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi:

- 2.65% (bersertifikat)

- 4% (tidak bersertifikat)

DPP: Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN).

Penerima: Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor, Konsultan).
Pemotong: Pengguna Jasa. [BPPU]

Penyetor: Penyedia Jasa (jika pengguna jasa bukan pemotong).
[BPSP]

PP No. 9 Tahun 2022
(mengubah PP
51/2008);

PMK No.
59/PMK.03/2022
(terkait pemotongan
oleh Instansi
Pemerintah)
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i Aturan terkait: Penghasilan yang dikenakan PPh Final

Peraturan
Pemerintah (PP) /
Menteri Keuangan

(PMK) Terkait

Jenis Penghasilan
(Objek Pajak)

Tarif & Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Subjek Pajak (Kriteria Penerima & Pihak Pemotong/Penyetor)

C Penghasilan Tertentu

Lainnya
9 |Usaha dengan 0.5% x Peredaran Bruto Bulanan. Penerima: WP OP atau Badan (PT, CV, Firma, Koperasi) dengan omzet|PP No. 55 Tahun
Peredaran Bruto < Rp4.8 Miliar/tahun dan dalam batasan waktu penggunaan (3, 4, 2022 (menggantikan
Tertentu (UMKM) Pengecualian: Omzet WP OP s.d. Rp500 atau 7 tahun). PP 23/2018)
juta/tahun tidak dikenai PPh. Pemotong: Pemberi penghasilan selaku pemotong, termasuk Pihak
Lain (SIP, Marketplace). [BPPU atau Dokumen Lain]
Penyetor: Wajib disetor sendiri setiap bulan atas bruto yang belum
dipotong/dipungut. [Kode Billing Mandiri]
10 [Hadiah Undian 25% x Jumlah Bruto Nilai Hadiah. Penerima: Pemenang undian. PP No. 132 Tahun
Pemotong: Penyelenggara undian. [BPPU] 2000
Penyetor: Dimungkinkan setor sendiri PPh hadiah undian dalam hal
tidak dipotong [BPSP]
11 Bunga Simpanan yang [Bunga s.d. Rp240.000/bulan: 0%. Penerima: Anggota Koperasi Orang Pribadi. PP No. 15 Tahun
Dibayarkan Koperasi ~ |Bunga > Rp240.000/bulan: 10% x Jumlah Bruto|Pemotong: Koperasi yang membayar bunga. 2009;
kepada Anggota OP Bunga. Penyetor: Dimungkinkan setor sendiri BPSP atas bunga simpanan PMK No.
koperasi. [BPSP] 112/PMK.03/2010
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Penghasilan yang dikenakan PPh yang Bersifat Final dan
I nd u k S PT_ C . yang Tidak Termasuk Objek Pajak

w . PENGHASILAM YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

(ITTTTVTTTI
i Apakah Waiib Pajak menenima atau memperoleh peEnghasilan yang fidak termasuk ohisk pajak? * {-R--I—-rj :---.:-J
Jika pilih@ "Tidak"”, maka diminta untuk Jika pilih O "Ya", maka diminta untuk mengisi
menjawab bagian berikutnya “D. Penghitungan Lampiran 4 Bagian B (Penghasilan Tidak
PPh” Termasuk Objek Pajak)
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i0 Aturan terkait: Penghasilan Bukan Objek PPh Bagi WP Badan

Jenis Penghasilan Bukan Objek

Pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh)

Dasar Hukum

Utama (UU & PP) Keuangan (PMK) Terkait

Peraturan Menteri

Kriteria Subjek Pajak Penerima (Badan) & Syarat Pengecualian

Bantuan atau Sumbangan, dan
Harta Hibahan

Pasal 4 ayat (3)
huruf a UU PPh

PMK No.
245/PMK.03/2008
PMK No.
90/PMK.03/2020

Badan Keagamaan, Badan Pendidikan, Badan Sosial dengan kegiatan tertentu (termasuk Yayasan) dan
Koperasi,

Syarat:

=0 Tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak
yang bersangkutan (dengan pengecualian tertentu).

=0 Semata-mata melakukan kegiatan sesuai tujuannya tanpa mencari keuntungan

Harta (termasuk setoran tunai)
sebagai Pengganti Saham atau
Penyertaan Modal (Inbreng)

Pasal 4 ayat (3)
huruf ¢ UU PPh

Prinsip dasar akuntansi
dan hukum perseroan.

Setiap Badan (PT, CV, Firma, dll.) yang menerima setoran modal dari pemegang saham/sekutu.

Dividen atau Penghasilan Lain

Pasal 4 ayat (3)
huruf f UU PPh

PMK No.
18/PMK.03/2021

a. Dividen Dalam Negeri:

Diterima WP Badan Dalam Negeri (tanpa syarat investasi) sejak UU Cipta Kerja dan wajib dilaporkan
dalam SPT Tahunan PPh Badan sebagai penghasilan bukan objek.

b. Dividen/Penghasilan Lain Luar Negeri:

Diterima WP Badan Dalam Negeri, dengan syarat diinvestasikan di Indonesia sesuai kriteria dan jangka
waktu tertentu.

luran yang Diterima atau
Diperoleh Dana Pensiun

Pasal 4 ayat (3)
huruf h UU PPh

Merujuk langsung pada
UU PPh dan UU Dana
Pensiun.

Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baik iuran dari
pemberi kerja maupun pegawai.

Jenis Penghasilan yang Dikecualikan: 1. luran yang diterima dari peserta.

2. Hasil investasi dari dana tersebut pada sektor-sektor tertentu sesuai peraturan.

Penghasilan dari Modal yang
Ditanamkan oleh Dana Pensiun

Pasal 4 ayat (3)
huruf h UU PPh

Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan OJK, atas penghasilan dari investasi pada bidang-
bidang tertentu.

Bagian Laba yang Diterima Pasal 4 ayat (3) PMK No. Pihak Penerima (Subjek Pajak): Perusahaan Modal Ventura (PMV).

Perusahaan Modal Ventura huruf k UU PPh 48/PMK.010/2018 Bagian laba yang diterima PMV dikecualikan dari objek PPh jika berasal dari:
=0 Badan Pasangan Usaha (BPU) yang merupakan perusahaan mikro, kecil, atau menengah atau yang
melakukan kegiatan dalam sektor usaha yang diatur dalam PMK tersebut. ; dan
=0 Saham BPU tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Sisa Lebih Badan atau Lembaga |Pasal 4 ayat (3) PMK No. Badan/Lembaga Nirlaba bidang Pendidikan dan/atau Litbang yang terdaftar di instansi berwenang.

Nirlaba huruf m UU PPh | 68/PMK.03/2020 Syarat: Sisa lebih ditanamkan kembali dalam bentuk sarana & prasarana pendidikan/litbang dalam
jangka waktu 4 tahun.

Dana Setoran BPIH dan Pasal 4 ayat (3) PMK No. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Penghasilan dari Pengembangan |huruf p UU PPh jo. | 18/PMK.03/2021

Keuangan Haji

PP No. 55 Tahun
2022




Induk SPT- D. Penghitungan PPh

w DL PENGHITUNGAN PPh

[ e et \
|

4. Penghasian MNeto Fiskal sehatum Fasiliias Pajak 1 C I_-
| U ————— | /

Nilai ini terisi secara otomatis berdasarkan angka yang ada pada Lampiran 1 (sesuai sektor usaha). Rekonsiliasi Laporan
Keuangan -- > Bagian A Kolom (10). Nilai Fiskal Laba (Rugi) Sebelum Pajak -«
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Induk SPT- D. Penghitungan PPh

w DL PENGHITUNGAN PPh

P " ______ 1
b: Apakah Wajlb Palak memparolan Fastlitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal b a3 : Q la |= d |
pengurangan perghasdan newy N o o o o o L R !

Jika pilih@ "Tidak”, maka diminta untuk menjawab bagian
berikutnya “6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas
Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik
Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka
Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia
Berbasis Kompetensi Tertentu?

Jika pilih O "Ya”, maka diminta untuk mengisi
Lampiran 13A (Daftar Fasilitas Penanaman
Modal)
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i0l Fasilitas PPh atas Penanaman Modal berupa Pengurangan Penghasilan Neto (Pasal 31A UU PPh)

Fasilitas

Badan Yang
Menerima
Fasilitas

Bentuk
Fasilitas
Utama

Kriteria
Industri
Penerima
Fasilitas

Aturan
Terkait

Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto
Untuk Pemananaman Modal dan Perluasan
Usaha Bidang Usaha Tertentu/Daerah
Tertentu

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang melakukan
Penanaman Modal pada pada Kegiatan Usaha
Utama

Pengurangan Penghasilan Neto 30% (selama 6 thn),
penyusutan dipercepat, PPh dividen 10% bagi SPLN,
kompensasi rugi s.d. 10 thn.

WP Badan melakukan penanaman modal baru atau
perluasan usaha atas:

* Bidang Usaha Tertentu: Sektor-sektor usaha
yang tercantum dalam Lampiran PMK 81/2024,
yang dianggap memiliki prioritas tinggi dalam
skala nasional.

* Bidang Usaha Tertentu dan di Daerah Tertentu:
Kombinasi antara sektor usaha prioritas dan lokasi
di daerah-daerah yang dianggap memiliki potensi
ekonomi untuk dikembangkan.

PP Nomor 78 Tahun 2019
Pasal 407-422 PMK 81/2024 (pengganti
PMK 11/2020)

Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Atas
Penanaman Modal Baru Industri Padat Karya (Tax
Allowance)

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang melakukan
Penanaman Modal pada Industri Padat Karya

Pengurangan Penghasilan Neto 60% jumlah Penanaman
Modal, selama 6 tahun sebesar 10% saat mulai berproduksi
komersial

WP Badan Badan melakukan penanaman pada industry
padat karya, yakni

+ Salah satu dari 45 bidang usaha (KBLI) dalam 17
kelompok industri yang tercantum dalam lampiran PMK
81/2024, Daftar ini mencakup sektor-sektor seperti
tekstil dan produk tekstil, alas kaki, furnitur, dan industri
mainan anak.
Industri Padat Karya tersebut:
* WP Badan DN
* mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia minimal
300 orang dan mempertahankan jumlah tersebut
selama periode pemanfaatan fasilitas.

Pasal 31A UU PPh (Tax Allowance)
Pasal 423-431 PMK 81/2024 (pengganti PMK 16/2020)

Fasilitas PPh Penanaman Modal di Bidang

Usaha Tertentu/Daerah Tertentu (KEK)

* Badan Usaha yang mendapat izin
pengelolaan dan pembangunan KEK dan

* Pelaku Usaha selaku investor atau perusahaan
yang menjalankan kegiatan usaha
(manufaktur, pariwisata, logistik, dll.) di dalam
lokasi KEK yang dikelola oleh Badan Usaha.

Pilihan:

* (1) Pengurangan PPh Badan 100% (Tax
Holiday) atau

* (2) Fasilitas seperti Tax Allowance.

Kegiatan Usaha Utama KEK (ditetapkan Dewan
Nasional) dan Wajib berlokasi di dalam KEK yang
telah ditetapkan.



Induk SPT- D. Penghitungan PPh

w DL PENGHITUNGAN PPh

 dort— "l o ‘f ------ 1

G, Apskah Waib Paiak mempergieh Fasiitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk KEegialan Praktik : @- Ticiak |= L | L
Eerid, Pemagangan, dan/atau Pembelzsaran Delam KFangka Pambmaan dan Pengembangan Sumber dayd Am e e oo -- L - !
hanusia Berbasis Kompetensi Terfenfu? *

Jika pilihe “Tidak”, maka diminta Jika pilih O "Ya”, maka diminta untuk mengisi Lampiran 13 B (Daftar

untuk menjawab pertanyaan Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto)

berikutnya “7. Penghasilan Neto « Tabel A (Dalam hal Perusahaan Mendapatkan Fasilitas Pengurang

Fiskal Setelah Fasilitas Pajak” Penghasilan Bruto Untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau

Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu)

« Tabel B (Rekapitulasi Biaya Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau
Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu)

E—— WWWpaJakgOId



i0l Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas
Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran

Fasilitas Fasilitas PPh Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu/Daerah Tertentu (KEK)

Badan Yang Menerima * Wajib Pajak badan dalam negeri yang secara nyata mengeluarkan biaya untuk menyelenggarakan kegiatan praktik kerja,
Fasilitas pemagangan, dan/atau pembelajaran

Bentuk Fasilitas Utama Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan

praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran. Biaya meliputi:

 Biaya Penyediaan Fasilitas Fisik Khusus:

* Biaya Instruktur/Pengajar: Meliputi honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada tenaga pembimbing dari
pihak perusahaan yang ditugaskan untuk mengajar atau membimbing peserta magang.

+ Biaya Barang dan/atau Bahan: Biaya untuk pengadaan material atau bahan habis pakai yang secara langsung digunakan
dalam proses praktik kerja atau pembelajaran.

* Honorarium atau Pembayaran Sejenis kepada Peserta

* Biaya Sertifikasi Kompetensi: Biaya yang dikeluarkan untuk proses pengujian dan penerbitan sertifikat kompetensi bagi para
peserta, yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang diakui dan memiliki kewenangan.

Kriteria Penerima Fasilitas WP harus memenubhi syarat yang bersifat kumulatif:
+ Telah melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan
sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu (Lampiran A PMK 128/PMK.010/2019)
* Memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS): Mitra yang diakui meliputi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah
Kejuruan, perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma vokasi, atau Balai Latihan Kerja (BLK).
» Tidak Dalam Keadaan Rugi Fiskal.
* Memiliki Surat Keterangan Fiskal (SKF).

Aturan Terkait PP 45 Tahun 2019
PMK-128/PMK.010/2019



Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan
Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran

il Aturan terkait:

« Pasal 29B PP 45 Tahun 2019 (berlaku sejak tanggal 26 Juli 2019) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94
TAHUN 2010 (berlaku sejak 30 Desember 2010) tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan
dalam Tahun Berjalan.

«  PMK-128/PMK.010/2019 (berlaku sejak tanggal 9 September 2019) tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas
Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.



Induk SPT- D. Penghitungan PPh

w DL PENGHITUNGAN PEh ‘
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£ Pengiasikan Neto Flekal Seteiah rasilitas Pajas 0 l—-

Kolom ini terisi secara otomatis, hasil pengurangan dari:

Angka D.6.

Jumlah Fasilitas Pengurangan Penghasilan
Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja,
Pemangangan, dan/atau Pembelajaran

Angka D.5.
Angka D.4. Jumlah Fasilitas Perpajakan dalam
Penghasilan Neto Fiskal Rangka Penanaman Modal berupa

Sebelum Fasilitas Pajak Pengurang Penghasilan Neto dalam Rangka Pembinaan &

Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi
Tertentu

E—— WWWpaJakgOId



Induk SPT- D. Penghitungan PPh

( VTTTTY
8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? * L?;_ :.:..-J i\__ij
Jika pilih@ "Tidak”, maka diminta untuk menjawab Jika pilih O "Ya”, maka diminta untuk mengisi
pertanyaan berikutnya “710. Apakah Wajib Pajak Lampiran 7 (Penghitungan Kompensasi
memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Kerugian Fiskal dan Tahun Pajak Selanjutnya)

Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan
Pengembangan Tertentu?

E—— WWWpaJakgOId



Induk SPT- D. Penghitungan PPh
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Kolom ini terisi secara otomatis, hasil pengurangan dari:

Angka D.7. Angka D.8.
Penghasilan Neto Fiskal Jumlah Kerugian Fiskal yang dapat

Setelah Pajak dikompensasikan

E—— WWWpaJakgOId



Induk SPT- D. Penghitungan PPh

--------------

10, Apaksh Waib Faisk memperpleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegigtan Pernelilian ' @- Vidak . . ra . ’
TN ill'-':'hl'-"h'l-'d""r-'.:'I' e Rk N

Jika pilih@ "Tidak”, maka diminta Jika pilih O "Ya", maka diminta untuk mengisi Lampiran 13 B (Daftar

untuk memilih “71. Tarif Pajak” Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto)

« Tabel C (Dalam hal Perusahaan Mendapatkan Fasilitas Pengurang
Penghasilan Bruto Untuk Penelitian dan Pengembangan)
* Tabel D (Penghitungan Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto)

E—— WWWpaJakgOId



Induk SPT- D. Penghitungan PPh

Pilih tarif pajak yang sesuai. Terdapat 4 (empat) pilihan, yaitu:
* Tarif Ketentuan Umum sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh (Tarif PPh Badan 22%)
+ Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2b) UU PPh (Tarif PPh Badan 19%)

Diterapkan bagi WP Badan dalam negeri yang: (1) berbentuk Perseroan Terbuka; (2) dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor
diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%; dan (3) memenuhi persyaratan lainnya.

« Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh (Tarif PPh Badan 50%x 22%) s

Jika memilih tarif ini O , maka diminta untuk mengisi Lampiran 8 (Penghitungan Fasilitas Pengurang Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam
Negeri Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) UU PPh)

+ Tarif Pajak Lainnya

WP yang dapat memilih tarif ini antara lain WP yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Jika memilih tarif ini O , maka diminta untuk angka 11a. Persentase Tarif Lainnya

E—— WWWpaJakgOId



Induk SPT- D. Penghitungan PPh

EI0I0 Towry 155 " i | ; -----
12. PPh Terutang : 0 Funnnn
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Kolom ini merupakan hasil perhitungan Tarif Pajak Penghasilan Fasilitas Pengurang Penghasilan
dari: (D.11) X Kena Pajak - Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan
(D.9) Pengembangan Tertentu
(D.10)

j[] Jika angka 11 memilih Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh, angka PPh terutang akan diambil dari nilai PPh terutang pada
Lampiran 8. Perhitungan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E ayat (1)
Undang-undang PPh.

E—— WWWpaJakgOId



Induk SPT- E. Pengurang PPh Terutang

w E.PENGURANG PPh TERUTANG

----------------------------

13, Apakah lerdapat kredit paiek yang.dibayarkan di luar negern dah/atau digotong/pungut oleh plnas ' @ :_'3-35“5 ¥a

Jika pilih@ "Tidak”, maka diminta untuk Jika pilih O "Ya", maka diminta untuk mengisi Lampiran
menjawab pertanyaan berikutnya “15. Surat 3. Daftar Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut
Tagihan Pajak PPh Pasal 25" oleh Pihak Lain

E—— WWWpaJakgOId



Induk SPT- E. Pengurang PPh Terutang

w E.PENGURANG PPh TERUTANG

------------------------------------------

.
14, Argsuran PPH Pasal 25 . i R SEEEsEssEssEsEssEsEEsEEsEEEEsEEEEEEa
- .

-------------------------------------------

Kolom ini akan terisi secara otomatis berdasarkan data pembayaran yang telah dilakukan dengan menggunakan akun
411126-100

E—— WWWpaJakgOId



Induk SPT- E. Pengurang PPh Terutang

w E.PENGURANG PPh TERUTANG

...........................................
T . - 1 e [ o P - ey - k .
o, aural fagoihan ¥ajak FEh Hasal 25 (hanya pokok palak) . E. .................................. .

--------------------------------------------

Kolom ini diisi dalam hal Wajib Pajak menerima Surat Tagihan Pajak atas Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak yang
akan dilaporkan. Namun angka yang dimasukkan hanya atas pokok pajaknya saja (tidak termasuk sanksi)

<=

E—— WWWpaJakgOId



Induk SPT- E. Pengurang PPh Terutang

w E.PENGURANG PPh TERUTANG

6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan? * ) "dax Ya
Jika pilih@ "Tidak”, maka diminta untuk Jika pilih O "Ya", maka diminta untuk mengisi Lampiran
menjawab pertanyaan di Bagian berikutnya “F. 13C (Daftar Fasilitas Pengurang PPh Badan)

PPh Kurang/Lebih Bayar"”

E—— WWWpaJakgOId



i0l Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa Pengurangan PPh Badan

Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan PPh Badan Industri Pioner

HEIEE (Tax Holiday)

Badan Yang Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang melakukan penanaman modal baru dengan nilai minimal Rp 100 miliar
Menerima Fasilitas hingga kurang dari Rp 500 miliar.

Bentuk Fasilitas Pengurangan PPh Badan 50%-100%

Utama

Kriteria Industri Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberikan nilai tambah dan eksternalitas
Penerima Fasilitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Industri Pionir (18 sektor, daftar KBLI di Perka BKPM 7/2020), contohnya: Industri logam dasar hulu, Industri
pemurnian dan/atau pengilangan minyak dan gas bumi, Industri kimia dasar organik dari migas dan/atau
batubara., Industri kimia dasar organik dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan. Industri kimia dasar
anorganik. Industri bahan baku utama farmasi. Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau
elektroterapi. Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika (termasuk
semikonduktor). Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin. Industri pembuatan komponen robotik.
Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik. Ekonomi digital (termasuk data center
dan hosting). dan sebagainya.

Aturan Terkait PP 78/2019
PMK 69/2024 (Pengganti PMK-130/PMK.03/2020)



Induk SPT- F. PPh Kurang/Lebih Bayar

w  F. PPh KURANGILEBIH BAYAR

174 PRn yvang Kurang/L=bih Bayar

Nilai ini terisi secara otomatis, hasil pengurangan dari:

Angka E.13.
Apakah terdapat kredit
Angka D.12. pajak yang dibayarkan Angka E.14.

PPh terutang di luar negeri dan/atau Angsuran PPh
dipotong/ pungut oleh Pasal 25
pihak lain?

Angka E.15.

Surat Tagihan
Pajak PPh Pasal 25
(hanya pokok
EIELY)

Angka E.16.
Apakah Wajib Pajak
memperoleh
Fasilitas
Pengurangan PPh
Badan?

www.pajak.go.id



Induk SPT- F. PPh Kurang/Lebih Bayar

+ F. PPh KURANGILEBIH BAYAR

--------------------------

U
--------------------------

Jika pilih@ "Tidak”, maka diminta untuk

Jika pilih O “"Ya", maka diminta untuk mengisi jumlah
menjawab pertanyaan berikutnya.

pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya sesuai

dengan Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau
Penundaan Pembayaran Pajak

www.pajak.go.id



Induk SPT- F. PPh Kurang/Lebih Bayar

w  F. PPh KURANGILEBIH BAYAR

I¥.e. PBh yeng masih hams dibayar stad lebih dibayar = 0 I'"':
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Nilai ini terisi secara otomatis, hasil pengurangan dari:

Angka F.17.b
Angka F.17.a Apakah terdapat Surat Keputusan

Persetujuan Pengangsuran atau
Penundaan Pembayaran Pajak??

PPh yang Kurang/Lebih Bayar

E—— WWWpaJakgOId



Induk SPT- F. PPh Kurang/Lebih Bayar

+ F. PPh KURANGILEBIH BAYAR

---------------------------------------------

---------------------------------------------

i0
Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan, baik
pembetulan pertama, kedua, dan seterusnya. <

Dalam hal SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan berstatus normal, bagian ini akan terkunci

E—— WWWpaJakgOId



Induk SPT- F. PPh Kurang/Lebih Bayar

w  F. PPh KURANGILEBIH BAYAR

180, PPh yang kurang atsl lobih bayar kareng pambotoian

Nilai ini terisi secara otomatis, hasil perhitungan dari:

Angka F.17.a Angka F.18.a

PPh yang Kurang/Lebih Bayar PPh yang kurang atau lebih
bayar karena pembetulan

il Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan, baik pembetulan pertama, kedua, dan seterusnya.
Dalam hal SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan berstatus normal, bagian ini akan terkunci

E—— WWWpaJakgOId



Induk - F. PPh Kurang/Lebih Bayar

satah satul; *

O NN NN NN NN NN NN NN SN NN SN NN SN NN SN NN SN NN SN NN SN NN SN NN SN NN SN NN NN SN SN S S N
( 1

19.a3. Lebih Bayar pada Angka 17.5. atau T8.b. mahon untuk: (@illh : dikempalikan maialul pemankssan :. .....................................
1 dikembalikan mefalul Pengembalian Pendabuluan 1
et e o

18.b. Informas) nomor rekening

Piflih Rekenirng Bank

Momor Hesaning
Mama Bank

Nama Pemilik Rekening

Dalam hal hasil perhitungan pada angka17a (PPh Kurang/Lebih Bayar) atau angka 18b (PPh Kurang/Lebih Bayar Karena
Pembetulan) menunjukkan status lebih bayar, maka Wajib Pajak dapat memilih untuk:

Dikembalikan melalui pemeriksaan
Pengembalian diberikan kepada WP setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atau permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran pajak dan diterbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B UU KUP

Dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan
Diberikan kepada WP dengan Kriteria Tertentu (WP Patuh) dan WP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17D UU KUP

www.pajak.go.id



Induk - F. PPh Kurang/Lebih Bayar

18.b. Informas) nomor rekening

___________________________________
Piflih Rekenirng Bank
Momor Hesaning
Mama Bank
Mama Pemilik Rekaening

Jika status SPT Lebih Bayar, WP memilih rekening bank yang akan digunakan untuk keperluan pengembalian kelebihan
pembayaran.

il Apabila perlu dilakukan perubahan (update) data rekening bank maka dapat dilakukan pada menu Portal Saya -->
Informasi Umum --> Edit --> Detil Bank.

I ——— WWWpa_]akgOld



Induk - G. Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan

» G. PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

--------------------------

20, Apakah Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu vana harus _ Tidﬂk:i ¥a :
meanyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 257 * e E

--------------------------

, .. : . _ Jika wajib pajak merupakan:
Jika wajib pajak bukan merupakan wajib pajak tertentu - wajib pajak Bank

yang harus menyampaikan laporan penghitungan - wajib pajak BUMN/BUMD

angsuran PPh Pasal 25, maka pilih@ "Tidak". - wajib pajak masuk bursa

» wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan

Wajib pajak diminta untuk mengisi lampiran 6. diharuskan membuat laporan keuangan berkala

Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan

pilih O "Ya", maka akan diminta untuk lanjut ke
pertanyaan berikutnya.

Pastikan telah menyampaikan Laporan Penghitungan PPh
Pasal 25

I ——— WWWpa_]akgOld



Induk SPT- H. Pernyataan Transaksi

* H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.8; Apakah terdapat transaks: vang dipengaruh hubungan istimawa

dengan pihak yang merupakan penduduk & haven country?

21.6. Apakah Waojlb Pagk berkewapban menyampakan Dokumen Penentuan Haraa

Tranafar? *

21 Apakah terdapat penanaman modal pada perysahaan afilias?*

Pertanyaan Bagian H

21.a. Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan
istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan
penduduk tax haven country?

21.b. Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan
Dokumen Penentuan Harga Transfer?

21.c. Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan
afiliasi?

L8kl ransaxs

o Idak fa
o Ticlak Ya
o TTelak Ya

Ya

Lampiran 10A, 10B, (Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi
Hubungan Istimewa), Lampiran 10C (Pernyataan
Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Tax
Haven Country)

Lampiran 10A-D lkhtisar Dokumen Induk dan Dokumen
Lokal

Lampiran 2 Bagian B. Daftar Penyertaan Modal, Utang,
dan/atau Piutang pada Perusahaan Afiliasi

Tidak

lanjut pertanyaan berikutnya

lanjut pertanyaan berikutnya

lanjut pertanyaan berikutnya

www.pajak.go.id



Induk SPT- H. Pernyataan Transaksi

*» H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.d. Apakah Wajib Pajak memiliki utang dan pemilik moda)l atau perusahaan afiliasi o Tidak Ya

danfatau piutang ke paemiiik modal atau perusahaan afiliasi? *

212, Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan danfatau amortisasi fiskal? * o Tictak ¥a

21.1. Apakah Wajlb Pajak membebankan biaya entertainmenl, biaya promosi dan a Ticak Ya

penjualan, pengganfian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan

plutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *

Pertanyaan Bagian H Ya
21.d. Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau Lampiran 2 Bagian B. Daftar Penyertaan
perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan Modal, Utang, dan/atau Piutang pada
afiliasi? Perusahaan Afiliasi
21.e. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau Lampiran 9. Daftar Penyusutan dan
amortisasi fiskal? Amortisasi Fiskal

21.f. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya entertainment, biaya Lampiran 11A. Rincian Biaya Tertentu

promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk
natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak
dapat ditagih?

Tidak

lanjut pertanyaan berikutnya

lanjut pertanyaan berikutnya

lanjut pertanyaan berikutnya

www.pajak.go.id



Induk SPT- H. Pernyataan Transaksi

*» H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.g. Apakah Wajib Pajak memperoleh Tasilitas perpajakan dalam rangka penanaman o ldak Ya
mada] dl bidang-bidang usaha lertentu danfalau daerah-daerah tertentu selain

pEngurangan gangnas itan neto *

211, Apakah Waijib Pajak memiliki sisa lebih yvang digunakan untuk pembangunan dan a Hedak Ya

pengadaan Sarang dan prasamana? *

21.1. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar Q) Tidak a
neqgerl dan melaporkannya sebagat penahasilan yang tidak termasuk objek pajak? *
Pertanyaan Bagian H Ya Tidak
21.g. Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka Lampiran 13A. Daftar Fasilitas Penanaman lanjut pertanyaan berikutnya
penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-  Modal
daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto
21.h. Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk Lampiran 14. Penggunaan Sisa Lebih Untuk lanjut pertanyaan berikutnya
pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana? Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan
Prasarana
21.i. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen Wajib Pajak diminta untuk menyampaikan lanjut pertanyaan berikutnya
dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak Laporan Realisasi Investasi secara terpisah pada
termasuk objek pajak? menu layanan wajib pajak

E—— WWWpaJakgOId



Induk SPT- H. Pernyataan Transaksi

w H. PERNYATAAN TRANSAKS]

--------------------------------------------

Fatehian PPh yvang bersiial fingl atas panghasian dar usahe dengan peredaran - a E""'

--------------------------------------------

bruto tertentu yvang dapat diajukan pengembalian pajak *

Kolom 21.j. Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan
pengembalian, angkanya berasal dari perhitungan yang ada di Lampiran 5. Jumlah Peredaran Bruto (lampiran ini terbuka jika
WP mengisi induk Bagian C.1.a dengan jawaban 0 Ya)

Kelebihan dapat diajukan jika terdapat kelebihan PPh dan untuk memintanya wajib pajak harus mengajukan permohonan
pengembalian pajak secara terpisah

E—— WWWpaJakgOId



Induk SPT - |. Lampiran Lainnya

a.1. Laporan keuangan/laporan keuangan yang o G

telah diaudit wajib pajak

Laporan keuangan wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak
Badan sesuai metode pembukuan yang diselenggarakan
(pembukuan stelsel akrual atau pembukuan stelsel kas).

Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik,
laporan keuangan yang dilampirkan adalah laporan keuangan
yang telah diaudit.

a.2.Laporan keuangan konsilidasi untuk wajib
pajak grup
Wajib Pajak yang mempunyai anak perusahaan di Indonesia
atau di luar negeri, dan/atau mempunyai cabang usaha di luar

negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) maupun tidak
melalui BUT, wajib melampirkan laporan keuangan

konsolidasian dan laporan keuangan Wajib Pajak sebelum

dikonsolidasi.
Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan PN AUDAT
dengan cara klik tombol “Pilih (Choose)”[1] Pilih | HELLARCRAN KEUANGAN

file PDF yang telah disiapkan [2] klik tombol
“Buka (Open)” [3] dan klik tombol “Unggah” [4]

Fie fasires. LAMDEAN EELEAKGAK
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Induk - |. Lampiran Lainnya

4+ ik
b. Opini Audit - :

Opini audit wajib dilampirkan bagi Wajib Pajak Badan yang

menyatakan laporan keuangannya diaudit oleh akuntan
publik

c. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk
Bentuk Usaha Tetap

BUT wajib melampirkan laporan keuangan konsolidasian

S 180 KL I St
d. Salinan bukti pembayaran atau bukti
pemotongan sehubungan dengan dengan
kredit pajak luar negeri
Untuk dapat mengkreditkan PPh luar negeri tersebut, salinan

bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan
kredit pajak luar negeri wajib dilampirkan

e lakies

Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol “Pilih
T e LAEDRAN REUMEAR "'e (Choose)”[1] Pilih file PDF yang telah disiapkan [2] klik tombol “Buka
e e (Open)” [3] dan klik tombol “Unggah” [4]

www.pajak.go.id



Induk - |. Lampiran Lainnya

e. Bukti jenis penanaman Kembali dan realisasi FERArIAT SN LEE) Rl SO CEnER mmt, e
penanaman Kembali untuk bentuk usaha
tetap

Bukti realisasi penanaman kembali wajib dilampirkan untuk
pengecualian pengenaan pajak atas penghasilan kena pajak
sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia

f. Surat penghitungan pengkreditan pajak yang
telah dibayar atau dipotong/dipungut atas E .::.'. fj'l_f_' =R
dividen yang diterima dari badan usaha luar Dlsde g Dttiriria. i Tadan Ussha Lt
negara (BULN) nonbursa terkendali langsung Neged JUAAE Sorhures-larkectlakLanpsny

f.1. Unggah keuangan BULN nonbursa terkendali
langsung

Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol “Pilih
mee LADEA e "'e (Choose)”[1] Pilih file PDF yang telah disiapkan [2] klik tombol “Buka
| (Open)” [3] dan klik tombol “Unggah” [4]

www.pajak.go.id



Induk - |. Lampiran Lainnya

g. Bukti pembayaran zakat atau sumbangan
keagamaan yang sifatnya wajib
Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengurangan zakat atau
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan
bruto, bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan o ALt g
yang sifatnya wajib tersebut wajib R S i

h. Laporan wajib pajak dalam rangka
pemenuhan persyaratan penurunan Tarif PPh 1. 1 agscrram Bul
bagi wajib pajak badan dalam negeri yang

berbentuk perseroan terbuka

Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif fasilitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang PPh,
laporan yang wajib dilampirkan meliputi:

h.1 Laporan Bulanan

Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan , .
dengan cara klik tombol “Pilih (Choose)”[1] Pilih s S o

file PDF yang telah disiapkan [2] klik tombol 0 PR ;
“Buka (Open)” [3] dan klik tombol “Unggah” [4] | MO AT

Pl LAPCIRAR KEUANGAN

FilE aames: LAPDREAR EFLEAKGK
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Induk - |. Lampiran Lainnya

2. Laaran Kepemilikan Spharm vang Memiliki
o sicg el

h.2. Laporan Kepemilikan Saham yang Memiliki
Hubungan Istimewa

Tanda terima elektronik penyampaian | Tavieta Teriena Elisktranik Penyampalan Laparan
laporan per negara (Country-by-Country i /o et enn n
Report)

j. Dokumen lainnya
Dalam hal terdapat dokumen lainnya yang dilampirkan
tetapi belum termasuk dalam daftar lampiran di atas,

dokumen tersebut dilampirkan pada bagian ini. i Diokurnen lammnya -a
'|'| Pilits

Dokumen lainnya merupakan bukti pendukung atau
keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung
besarnya penghasilan kena pajak.

Dokumen lainnya dapat berupa komponen laporan

keuangan usaha berbasis syariah yang meliputi laporan
sumber dan penggunaan zakat serta laporan sumber dan
penggunaan dana kebajikan, yang wajib dilampirkan oleh :

Wajib Pajak yang usaha pokoknya berbasis syariah Foew firhiber =
Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan ol i e
dengan cara klik tombol “Pilih (Choose)”[1] Pilih . [ AR AN
file PDF yang telah disiapkan [2] klik tombol r———
“Buka (Open)” [3] dan klik tombol “Unggah” [4] e

Lanoel

www.pajak.go.id



In

duk - J. Pernyataan

Beri tanda “@ “ untuk Pernyataan siap
menerima segala akibat termasuk sanksi-

& J PERNYATAAN sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-
e undangan yang berlaku

Isi Jabatan Wakil atau Kuasa Wajib Pajak R

v
Klik “Simpan Konsep” untuk menyimpan Jika sudah yakin dan benar silahkan
» draf atau konsep SPT Tahunan Badan yang Klik “Bayar dan Lapor” untuk menyampaikan
telah dibuat SPT Tahunan Badan yang telah dibuat

www.pajak.go.id



Pengenalan Lampiran

Bagian 2 SPT Tahunan Badan

~

@) | Qdjp

A
L
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LAmRLa)

Rekonsiliasi Laporan Keuangan

LTA
L1B
L1C
L1D
LTE
LTF
L1G
LTH
LTI

L1J

L1K
LTL

: WP sektor usaha selain (L1B-L1L)
: WP sektor usaha Manufaktur

: WP sektor usaha Dagang

: WP sektor usaha Jasa

: WP sektor usaha Bank Konvensional
: WP sektor usaha Dana Pensiun

: WP sektor usaha Asuransi

: WP sektor usaha Properti

: WP sektor usaha Bank Syariah

: WP sektor usaha Infrastruktur

: WP sektor usaha Sekuritas

. WP sektor usaha Pembiayaan



L1-C Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Kode huruf L-1, bergantung pada sektor usaha Wajib Pajak. Pada salindia ini yang dicontohkan adalah sektor usaha perdagangan (C).
Lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan L1-C berisi :

A. Laporan Laba Rugi

B. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

[1] Lampiran L1-C otomatis
terbuka jika wajib memilih
sektor usaha Perdagangan

[2] Tahun Pajak dan NPWP akan
terisi otomatis sesuai pilihan
waktu pembuatan SPT

[3] Bagian A. Laporan Laba Rugi di
isi sesuai dengan laporan laba
rugi komersial dan fiskal

[4] Bagian B. Laporan Posisi
Keuangan di isi sesuai dengan
laporan neraca keuangan badan

You are currently impersonating user: - PTNYA BADAN 0012345678012000-

& Ladle n Wnar 12 buaild- 1066 Wi 'F"H 0012345678012000 PTNYA BADAN

Foilel Seve - e-levhe wlupstd - BITHESUESTTRSS T SIS Nairhas + Berdaywian +  Bukii Bessi Leywstan Wel® Pyl - sasairmem Akse =

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

REKEMSILIAS] LAFORAN KEUANGAN - DAGANG

0000000000000000 E

I ——— WWWpa_]akgOld



L1-C.A Laporan Laba Rugi

REKOMNSILIASI LAPORAN KEUANGAN - DAGANG

HEADER

ol ik 2025

_.0012345678012000_

[1] Klik logo untuk
mengisi maupun

A, LAPCHLAN LARA HLHN

mengedit nilai .:r:.i i:;.ul o J e ‘ "u'u:;nl_m;l{!ﬂm murzﬁﬁ?tm. mtm;:-nmr Fi Iumﬁﬁm: |
Pajuislan
E Tt
gl Peryuatan Bl
004 Penjusisn Brin
(1 —
it petia
E i S P
Benjuslan Bessib
Hargs Pobok Rerjuslan {HPP]
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Pengisian Penghasilan dari Penjualan

i _ == = Pilih kode koreksi fiskal dengan klik logo drop down
: = Klik simpan untuk menyimpan perubahan
= untuk kolom lain yang kosong di isi dengan angka “0"

www.pajak.go.id



Daftar Kode Koreksi Fiskal di Lamp.L1-C

KODE KOREKS] Please Select v
FISKAL

= FPO-01 Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya

= FPO-02 Premi Asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak

= FPO-04 Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
= FPO-05 Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan

»= FPO-06 Pajak penghasilan

= FPO-07 Gaji yang dibayarkan kepada pemilik/orang yang menjadi tanggungannya

= FPO-08 Sanksi administrasi

= FPO-09 Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal

»= FPO-10 Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal

= FPO-11 Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
= FPO-12 Penyesuaian fiskal positif lainnya

» FNE-01 Penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha

= FNE-02 Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal

= FNE-03 Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal

= FNE-04 Penyesuaian fiskal negatif lainnya

Jika tidak terdapat koreksi fiskal positif/negatif, kolom “kode koreksi fiskal" tidak perlu di isi

www.pajak.go.id



L1-C Pengisian Harga Pokok Penjualan (HPP)

Selanjutnya, kolom Harga
Pokok Penjualan (HPP) dapat
di isi laporan keungan wajib
pajak dan pastikan kolom Laba
Kotor komersial dan fiskal
dalam SPT Tahunan sudah
sesuai dengan laporan
keuangan Wajib Pajak

RHWCIAN EOMERSIAL L | RASKAL KETERANGAM
POSITIF MEGATIF
PEMILIALAN
_ L i I LAann ks perrualan yang
Pnjunlan Netta 1L OHL TR S0 S CLOT0 00 9500000 000
pernyerahan dilakiikan tabun 2026
HEP

Pertedinan Aval
Pembelien
Blaya Pembedian

Barang torsedia utk dijual

Persediaon Abdhir

HpP

Total Pembaiin |

A OO 00D 0D ), D00, DR, R0
B0 000 000 B.LO0. 000,000
£00,000,000 500,000,000

£ £00,000.000 £.500.000.000 |
12500000000 12500006000
[5.500.000.000 {5,500.000.000]
7.000.000.000 7.000,000.000

5 B

Thmn voTon T S S I T

Frgemee Byl

Vi Pk By aas 10V]

nmwgh HiER

[ =
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L1-C Pengisian Beban Usaha

BlIAYA CPFERASIOMAL
Babaan adm 5 Umum
Blaya Gaji 1 200 ML O00 1200 DL
. Blays sowa gedung 60000000 250,000,600
Beban Usaha pada SPT Tahunan di Bisya fistrik, akr dan kebesihan 25 000,000 25,000,000
isi sesuai dengan kolom yang Blaya ATK 7.000.000 7.000.000
o Blaya peryuiutan sktive totap 362,500 000 82,500 000
terse Ia’ Elays Perawatan kenarann T GO M) T 0L O
Biaya Denda & burags pajak Peng. 12000000 12 000 004) < | Sesumi Prss 9 apat (1) LA PR
. - Biaya Pajak Penghasilan A0 00000 40000000 = | Sesiw Pasal 9 ayat (1) L) PPH
Untu!( blay? s'eper.tl ’ ) Blaya Lain-Lain Adim Usmum V2000000 V2,000,000
o Biaya Listrik, air dan kebersihan;
o B|aya ATK Total Beban Wmurm 82 Adbmyimistrasi 1 e 5040000 52 (000D - 1 888 500,000
I

o Biaya Denda & bunga
Penghasilan;

o Biaya Pajak Penghasilan; dan s

o Biaya lain-lain Adm. Umum e

Diakumulasi dan di isi pada kolom

biaya usaha lainnya.

lHEBBE!E!EE |

by Futan lnha M LI i I
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L1-C Pengisian Pendapatan & Beban Non Usaha

PENDAPATAM [BIAYA) LAINZ
Pendapatan Lan-lain
Pendapatan dan biaya lain-lain | Yotal Pandspains Laz

pada SPT Tahunan di isi sesuai
dengan laporan keuangan wajib

Biaya Laim-lain

. Eiaya Adm Bank S0l 000 S0 D0
paja k denga n tetap Pajak Jasa Gira 572000 572000
memperhitungan koreksi fiskal Totml Binym ok it Sk
.. . TOTAL PENDAPATAMN (BLAYA] LAINZ [3.27 20001 572,000 . [5;200:000]
positif/negatif
LABA (RUGH) SEBELUM PAJAK | mmm1 52.572.000 | 12.500.000 1,026.300.000

7
7!
a8
¥ Leta il lawta
[ #] i
[ 7] i
ﬂ !
&
ﬁl o Jerulsh Frrdaprian Fas U - <M ! I
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L1-C Pengisian Pendapatan & Beban Non Usaha

PENDAPATAM [BIAYA) LAINZ
Selanjutnya, untuk Pendapatan dan e ey
biaya lain-lain pada SPT Tahunan di | Yotal Pandspatan Lake
isi sesuai dengan laporan keuangan
wajib pajak dengan tetap

Biaya Laim-lain

. . Eiaya Adm Bank Sud 0L D00 LR u]

mem perhltungan koreksi fiskal Pajak Jasa Gira 572000 572000
positif/negatif Toui iaya ind 5772000 | 5200000
TOTAL PENDAPATAMN (BLAYA] LAINZ [3.27 20001 572,000 . [5;200:000]
LABA (RUGH) SEBELUM PAJAK | mmm1 52.572.000 | 12.500.000 1,026.300.000

7
7!
a8
¥ Leta il lawta
[ #] i
[ 7] i
ﬂ !
&
ﬁl o Jerulsh Frrdaprian Fas U - <M ! I
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L1-C Pengisian Pendapatan & Beban Non Usaha

Selanjutnya, untuk Pendapatan dan
biaya lain-lain pada SPT Tahunan di
isi sesuai dengan laporan keuangan
wajib pajak dengan tetap
memperhitungan koreksi fiskal
positif/negatif

e sl s 3

Fore e

AKTIVA DEBET (Rp) PASIVA KREDIT (Rp) I
AKTIVA LANCAR HUTANG LANCAR
Kas & Bank £.631.228.000 |Hutang Usaha 2.500.000.000
Piutang Usaha 200.000.000 |Hutang pajak 10.000.000
Persediaan Barang Dagang 5.500.000.000 |Biaya yang masih harus dibayar 120.000.000
Uang Muka Pembelian Uang Muka Penjualan Z0.000.000

Hutang lainnya 4,000.000.600
Jumiah Aktiva Lancar 12.331.228.000 lumlah Hutang Lancar 6.650.000.000

At L

—
LishiTim Ly Sein
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L1-C Pengisian Laporan Posisi Keuangan

Untuk pengisian Laporan Posisi
Keuangan harus sesuai dengan
Laporan Neraca Wajib Pajak, jika
Total Aktiva dan Pasiva sudah sesuai,
lanjutkan dengan klik tombol
“Simpan Konsep” agar draft SPT
yang sudah dibuat tersimpan

EKUITAS

Modal 5.000.000.000

Laba ditahan 1.000.000.000

Laba (Rugi) bulan berjalan 996.228.000
6.996.228.000

AKTIVA TETAP

Nilai Perolehan 2.080.000.000

Akumulasi Penyusutan (765.000.000)
Nilai buku 1.315.000.000

TOTAL AKTIVA

ud Hmmmntsdlan HKeuangan
P Dirahianid Jenderal Pajuk

I b humlubs Linbeliizr don fhirdar L | Lt L I
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Lampi

Daftar Kepemilikan
ran2 . P

(L-2)

Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan
Jumlah Dividen/Pembagian Laba Yang Dibagikan
Serta Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris
Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau
Piutang Pada Perusahaan Afiliasi



L2 — Daftar Kepemilikan

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Frnciuk L1-A | L I 3 Lad L& | 9 L10-A L1x-8 Le-L LM-B LT3-A

‘--J

\---/

Lampiran 2 (Daftar Kepemilikan) digunakan untuk melaporkan:

« daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen atau pembagian laba yang dibagikan, serta daftar susunan
pengurus dan komisaris; dan

« daftar penyertaan modal, utang, dan/atau piutang pada Perusahaan afiliasi
Bagian Header memuat informasi mengenai Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak dan NPWP.

I ——— WWWpa_]akQOId



L2 — Daftar Kepemilikan

Mool Cwmin L, CAVIDES PERBAGA

TirsEnLS
i MaMA T ALAMAT T4 WEGMRA T PR IR TH — s
. LA T N1k M ALALRGY B

.

Bagian A: Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen/Pembagian Laba yang Dibagikan serta Daftar
Susunan Pengurus dan Komisaris

Data akan terprepopulasi dari data registrasi dan data tahun lalu, namun wajib pajak juga dapat mengedit informasi yang sudah
tercantum dalam daftar dengan mengeklik icon “Pensil”

I ——— WWWpaJakgOId



L2 — Daftar Kepemilikan

Dengan mengeklik icon “Pensil”, wajib pajak dapat mengedit
EDIT MAFTAR PEMEGARSG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN FIMLAH DVIDEN YARG AKAN DIDAGIKAN SERTR DATTAR THREKSE DAM NONISARIS data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

Data nama pengurus. Data sudah tersedia dan tidak
dapat diubah pada menu ini.

PEMEGANG SAHAM 1 1 [1 ]

ALAMAT 1
[2] Data alamat pengurus. Data sudah tersedia dan tidak
dapat diubah pada menu ini.

Indonesia

3217122601770007
[3] Data negara asal pengurus. Data dapat diubah dan
diberikan pilihan berupa daftar menurun.

[4] Data NPWP/NIK pengurus. Data sudah tersedia dan
tidak dapat diubah pada menu ini.

Lminrva

[5] Data jabatan pengurus. Data sudah tersedia dan tidak
dapat diubah pada menu ini.

[6] Data modal disetor (Rp). Data dapat diubah dengan
mengisikan nominal yang disetorkan.

ill Catatan: [71 Data modal disetor (%). Data dapat diubah dengan
« Untuk WP Yayasan dan badan-badan lain yang tidak dimiliki mengisikan persentase modal yang disetorkan.
atas dasar penyertaan modal, serta KIK Reksadana dan KIK EBA, [8] Data nominal dividen yang diterima oleh pemilik saham.
cukup mengisi daftar susunan pengurus dan komisaris Dapat diubah dengan mengisikan nominal dividen yang
» WP Perusahaan Masuk Bursa, Pemegang Saham Publik tidak diterima oleh pemilik saham.
perlu dirinci per nama (dapat dinyatakan secara kumulatif), [9] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah

kecuali apabila kepemilikan sahamnya berjumlah > 5% dari

diinput.
jumlah modal disetor npu
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L2 — Daftar Kepemilikan

BAFTAR PERYERTAAR MOGDAL UTANDO, DANATAL SIUTANEG DADA PERLISAHALN LFILI&T]
e PEHTEETASN MOOKL 1] ATAND. T FLTANG T
[T
/] AR T W AR
i o il PR ikl 0, B = TAMLIMAIAGIE TAHUN | DU%GA UTAMGITAHLRN TAHAMIAGIAN TAFUN | BUNGA UTRHGT TR
HILAL (R} 1 ) HILA [ ) LAl [REI T gt ;

PR

10

Bagian B: Daftar Penyertaan Modal, dan/atau Piutang pada Perusahaan Afiliasi.

Penyertaan modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun
tidak langsung. Utang/Piutang yang dicantumkan adalah utang dari/piutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan
istimewa baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian ini diisi dengan angka saldo akhir tahun berdasarkan laporan keuangan komersial yang dilampirkan pada SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Badan.

I ——— WWWpaJakgOId



. Daftar Pajak Penghasilan yang
Lamplran 3 Dipotong/Dipungut oleh Pihak
(l.-3) _ain

A.  Penghasilan dari Luar Negeri
B.  Pajak Penghasilan yang dipotong Pihak Lain




L3 — Daftar PPh Dipotong/Dipungut Pihak Lain

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

r_n B 4
i |
THELIK L1-4 .2 | L3 ] L4 LG i L9 L10-A Lig-B LI0-C Lii1-B L13-A

| W |
DﬂFTﬂH PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

\---/

Lampiran 3 — Daftar Pajak Penghasilan Yang Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain digunakan untuk melaporkan penghasilan,
PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain, dan kredit pajak luar negeri.

Bagian Header memuat informasi mengenai Tahun Pajak dan NPWP.
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L3 - A. Penghasilan Dari Luar Negeri

f. PEMGHARILAN DARIT LUAR HESEN

c

TA R
FEMOTONG PALAL II Pl PANG CHRBLY ARMHPOTIMG TERUTARNG BH LUAN FMEGERT FUMLAR KRL
KL THES ’ T [l
TiMDOA M M AT PERGHARILA iT PLCAK 'k
of 1 HhES Ml PEMCHASILAN . TL HONETD (RUp MG DAPAT DI
AN 0 Haelll ki LA DALAR MATR LIANTG EEMFITR N
FARIE | B NECARE, SRR ! & BUTLAM 1) AT LAk ASENG - . ASiE - 1
G 1) AN 11
URUS - i
e E eCompany, Ltd
UMM, AL Aeh { i T4 0ms 141185 AT

PEMG ERUILALIANFENGURANTGAN PA LK PEMGHATHAN [UAR MEGER] IPASAL J4) VAMG TELAM DIUAEDITHAN UNTUK TAMUM TEREELIKIN YA

ML PAJAK PEMNDHASILVE YA DRIATAR DI LU MED B Yadsts sl DIFERHITURLEAN DUGLAKY TR NEFDS LA

Bagian A: Penghasilan Luar Negeri. Diisi dengan rincian bukti pemotongan/pembayaran PPh yang terutang di luar negeri.

Wajib pajak dapat menambah informasi terkait data penghasilan luar negeri dengan mengeklik tombol “+Tambah" [1] atau
mengedit dan menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengeklik icon “Pensil” [2] atau icon “Tempat
Sampah” [3] . (Pastikan mengunggah Salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan dengan kredit pajak
luar negeri di formular induk huruf I.d)

www.pajak.go.id




L3 - A. Penghasilan Dari Luar Negeri

Dengan mengeklik icon “+ Tambah” atau “Pensil”,
PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI wajib pajak dapat menambah atau mengedit
data pada formulir dengan penjelasan sebagai
berikut:

[1] Nama Pemotong Pajak di luar negeri (jika
setor sendiri maka isikan nama penyetor).

[2] Negara tempat kedudukan pemotong (jika
setor sendiri, maka negara tempat
kedudukan penyetor).

[3] Tanggal PPh terutang, dibayar, atau
dipotong di luar negeri

Es

[4] Jenis penghasilan yang dapat dipilih dari
daftar menurun yang disediakan.

S [5] Jumlah penghasilan neto yang

Bibays/Dipotong enstangd diterima/diperoleh dalam mata uang

Luar Megen-dalam Mata Uang rupiah

[6] Jumlah PPh terutang, dibayar, atau

Keediit Pujak yanig Bapat i dipotong di luar negeri dalam mata uang
e ol rupiah berasarkan kurs konversi saat
tanggal terutang, dibayar, atau dipotong di
luar negeri.
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L3 - A. Penghasilan Dari Luar Negeri

PEMGHASILAN DaRT LUAR NEGEHR

[7] Diisi dengan jenis mata uang negara
s raitong Balale pemberi penghasilan.
NEGARA slakan i . [8] Diisi dengan jumlah pajak yang terutang,
dibayar, atau dipotong di luar negeri dalam

mata uang asing sesuai dengan mata uang
negara pemberi penghasilan.

[9] Data kredit pajak yang dapat
Penghastan Neto diperhitungkan dalam mata uang Rupiah
P ( menurut ketentuan tentang pelaksanaan
Tenstang/Dibayar/Dipotong di pengkreditan pajak atas penghasilan dari
Neger ® luar negeri. Data ini akan mempengarubhi
perhitungan pajak pada SPT Induk.

:
1 )
:
1

[
a

[10] Tombol Simpan untuk menyimpan data
Enbavad -’. ipotonal Tenutang d yang telah d“npUt

www.pajak.go.id



L3 - B. Pajak Penghasilan yang Dipotong oleh Pihak Lain

fi: PR AK FEMGHASILAN YANG DEPCTONRG ©
+ Tambah a

B YANG MPOTONG/ T
TINDGK AN T, MNAMA PEMOTONG T} HPWP PEMOTONG T) Fonis Paink T] DASAR PENGENARN PRIAK (Rupixh] T

W Tl

O .o
3] : ]

ILIMLAH PPH LM MEGER)

Bagian B: Pajak Penghasilan yang Dipotong oleh Pihak Lain. Diisi dengan rincian bukti pemungutan/Pemotongan PPh oleh pihak
ketiga.

Data akan terprepopulasi, namun wajib pajak juga dapat menambah informasi terkait data pemungutan/pemotongan PPh oleh Pihak
ketiga dengan mengeklik tombol “+Tambah” [1] atau mengedit dan menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan
mengeklik icon “"Pensil” [2] atau icon “Tempat Sampah” [3]

I ——— WWWpaJakgOId



L3 - B. Pajak Penghasilan yang Dipotong oleh Pihak Lain

PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

rona/Pemurgut PT NYA BADAN LAIN

[ PR 1234567891012131

Dengan mengeklik icon “+ Tambah” atau
“Pensil”, wajib pajak dapat menambah atau
mengedit data pada formulir dengan
penjelasan sebagai berikut:

[1] Data nama pemotong/pemungut pajak.

[2] Data NPWP pemotong/pemungut pajak.

[3] Data jenis pajak yang dapat dipilih dari
daftar menurun yang disediakan.

[4] Datajumlah dasar
pemotongan/pemungutan dalam rupiah.

[5] Datajumlah pajak yang
dipotong/dipungut dalam rupiah.

[6] Data nomor bukti
pemotongan/pemungutan.

[7] Data tanggal bukti
pemotongan/pemungutan.

[8] Tombol Simpan untuk menyimpan data
yang telah diinput.
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Lampiran 4
(L-4)

Penghasilan yang Dikenakan Pajak
Final dan Daftar Penghasilan yang
Bukan Merupakan Objek Pajak

A. Penghasilan yang dikenakan PPh Final
B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak



L4 - Penghasilan Final & Bukan Objek Pajak

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

| |
L1-A 2 L3 0| L4 | L& L7 LS L10-4 L10-8 L0 L11-B
‘--J

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN DAFTAR PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PAJAK

Lampiran 4 digunakan untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk
objek pajak.

Bagian Header memuat informasi mengenai Tahun Pajak dan NPWP.
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L4 — A. Penghasilan yang dikenakan PPh yang bersitat Final

----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

TINDAKAN HNPWP PFEMOTONG/PEMUNGUT T) MHaMa PEMOTONGPEMUNGUT 1) HODE OBJEN PAIAK T) OBJEK PAIAK DESAR PENGENAAN PAIAK (Rupiah] 1]

oo
: ﬂ NPWP 1 ALAMAT 1

] NPWP 2 ALAMAT 2
ﬂ NPWP 3 ALAMAT 3
ﬂ e NPWP 4 ALAMAT 4
[ NPWP 5 ALAMAT 5

| NPWP 6 ALAMAT 6

| NPWP 7 ALAMAT 7

[} L]
-----

Bagian A: Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final

Data penghasilan wajib pajak yang merupakan objek PPh final akan terprepopulasi dari eBupot ataupun pembayaran sendiri, namun wajib
pajak juga dapat menambah dengan mengeklik tombol “+Tambah” [1] atau menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar
dengan mengeklik icon “Tempat Sampah” [2]
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L4 — A. Penghasilan yang dikenakan PPh yang bersitat Final

Dengan mengeklik “+ Tambah”, wajib pajak dapat menambah data pada
formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

PENGHATILAN VANG DIRERAKAN PPh VANG BERSIFST FINAL

1234567890123456

[1] NPWP pemotong/pemungut/penyetor pajak.

[2] Nama pemotong/pemungut/penyetor pajak (akan muncul otomatis
setelah kolom NPWP terisi dan valid.

[3] Data objek PPh final yang dapat dipilih dari daftar menurun yang
disediakan.

PT NYA RAKA

[4] Datajumlah dasar pengenaan pajak dalam rupiah.

[5] Tarif PPh sesuai dengan jenis objek PPh final yang telah dipilih
sebelumnya.

[6] Data PPh final yang terutang dalam rupiah hasil perkalian DPP dan
tarif PPh.

[7]1 Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.
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L4 - B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

TRHLLAKE AT 1=} KQDE 1. JEMEE PENGHASILAN 1) SLIMBRER PEMGHMASELAM 1) PENGHASILAN BRUTORAY [}

0200

ILFFAL AH

Bagian B: Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Wajib pajak dapat menambah informasi terkait data penghasilan yang diterimanya yang tidak termasuk sebagai objek pajak dengan
mengeklik tombol “+Tambah” [1] atau mengedit dan menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengeklik icon
“Pensil” [2] atau icon “Tempat Sampah” [3]
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L4 - B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

PERGHASILAN TIL

Rartuan/Sumnbandgin

Dengan mengeklik icon "+ Tambah” atau “Pensil”, wajib pajak dapat
menambah atau mengedit data pada formulir dengan penjelasan
sebagai berikut:

[1]

[2]

[3]
[4]
[5]

Kode penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Terisi otomatis
setelah mengisikan jenis penghasilan.

Jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang dapat
dipilih dari daftar menurun yang disediakan.

Sumber penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
Nilai bruto penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.
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Lampiran B Jumlah Peredaran Bruto
A.  Alamat Tempat Kegiatan Usaha
(L-S) B.  Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh Yang

Telah Dibayar



L5 - Peredaran Bruto

Lampiran SPT Badan L5 berisi :
A. Alamat Tempat Kegiatan Usaha
B. Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh yang Telah Dibayar

BT '
- J
PEREDARAN BRUTO

[1] Lampiran L5 akan terbuka jika
wajib memilih “Ya" pada kolom C
1.a Induk SPT Tahunan Badan

0012345678012000
[2] Alamat Tempat Kegiatan
Usaha terisi otomatis dan N ALABMAT TLBAAT KIGIATAN USKHA e
menampilkan identitas Wajib
Pajak serta semua identitas T T FRRRLA TR 1 ALAMIT 11 BERAMCELILRHAN 1] KECAMUAIAM, (] EETTAEABUFATEN |
Tempat Kegiatan Usaha (TKU)
. ) 0%%10203045678012000 PT NYA BADAN JI. Gatot Subroto Kav.42 Jakarta Selatan SENAYAN KEBAYORAN BARU
[3] Rekapitulasi Peredarap Bruto 0012045678012000 s s P — KREMBANGAN REACAN
dan PPh yang Telah Dibayar di SELATAN
gunakan untuk mengisi PPh Final - !
penghasilan yang diterima
pengusaha dengan peredaran sz air kgl otk oos i el e
bruto tertentu sesuai PP 55 s i e B
Tahun 2022 dengan tarif 0,5% " e 1 el J o, = L i

dari penghasilan bruto
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L5 — B. Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh yang telah dibayar

0. AEAPITLLAS FEREMANAN JINUTC Al PP YANG TELAS IRAYAR

TINDARA FERRAI ABFTLL EEFTIRELR GRTOEER H ERARER DESEMATA LAy
' ; ARG T £ IAMUAN ] === MARET 1] AFIL 1 M, % il 1 Riti. . 8| ift - e =i .
b ik ah

a PT NYA BADAN

[#] PT NYA BADAN

IRILAH PEEECIAHAN BRLT

Bagian B: Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh yang Telah Dibayar di isi dengan jumlah penghasilan final tiap bulan,
PPh final Final (otomatis terisi dengan tarif 0,5%), dan PPh final yang dipotong pihak lain

Untuk menambahkan, mengedit dan menghapus jumlah penghasilan final yang diterima wajib pajak klik logo “Pensil ”
pada setiap Tempat Kegiatan Usaha (TKU) [1] untuk menyimpan konsep lampiran yang sudah terisi, klik tombol “Simpan
konsep” dibagian kiri bawah [2]
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L5 — B. Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh yang telah dibayar

EDIT PEREDARAN RRUTD

L REFARTULAS FTREDNILAN BRLTO Dk

it PT NYA BADAN K TolA ko L BiEERRiie JisdL AR
R TR, 1) "y g
- i
$FiLiA L gn 1R
PT NYA RAKA
| ] PT NYA RAKA
HIMLAN PERECRR AN a
or

. _ — [1] Jumlah penghasilan bruto yang
v S “ == H bersifat final selama satu bulan
e " o e diisi ke dalam kolom sesuai
" isctonseom. 5 060,001 “ masing-masing bulan, atau
e AL v : 00000 diisi angka “0" jika tidak
= | terdapat penghasilan sama
gosis sekali pada bulan tersebut

[2] Klik tombol “Simpan” untuk
menyimpan hasil pengisian
penghasilan

‘ =
i

www.pajak.go.id



L5 — B. Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh yang telah dibayar

Fim ey

.

PT NYA BADAN

Bl  PTNYABADAN

ML AN PERED AT BlLIT

FiANA TR T

FERMLIA
IAPLIAR] 7} * RARET 1] a1 MEL 1) 1, VTR 5

fi i i i
1 ik ] L] i

Aacmie AEPTERINN [ m(= [ 4] WowikiBEn e LE bl s HAMIL AR
)

.,.
=
=
i
=

[1] diisi dengan jumlah PPh final yang dipotong/pungut pihak lain

[2] kolom ini akan otomatis terisi dengan selisih antara PPh final yang terutang dangan PPh final
yang dipotong/dipungut pihak lain

[3] klik tombol “Simpan konsep” untuk menyimpan konsep isian atau klik tombol “Bayar dan
Lapor” untuk membuat kode billing PPh Final
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Lampir(al?GG) Angsuran PPh Tahun Berjalan



L6 — Angsuran PPh Tahun Pajak Berjalan

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

incluk LA L2 L3 L4 L& J L7 9 LI0-4 L10-8 LT0-L L1t L13-4

HEALER

’---~
T 4

Lampiran 6 digunakan untuk melaporkan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan bagi WP selain WP
bank, BUMN, BUMD, WP masuk bursa, dan WP Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan
keuangan berkala.

Bagian Header memuat informasi mengenai Tahun Pajak dan NPWP.
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L6 — Angsuran PPh Tahun Pajak Berjalan

ANGSLRAN PRIAK PENGHASILAN TAHUN PAIAK BERIALAN

Pada formulir angsuran PPh tahun berjalan ini, wajib pajak melengkapi isian dengan penjelasan sebagai berikut:

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]
[7]

Jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran..

Kompensasi kerugian fiskal (diambil dari pengisian pada lampiran 7).

Penghasilan Kena Pajak terisi secara otomatis (hasil perhitungan Angka 1 dikurangi Angka 2)
Jumlah PPh yang terutang terisi secara otomatis (hasil perhitungan Angka 3 x Tarif PPh Badan,).

Jumlah kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam Angka 1 yang telah dipotong/dipungut oleh

pihak lain.
Jumlah PPh yang harus dibayar sendiri (hasil perhitungan Angka 4 dikurangi Angka 5).

jumlah angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berjalan (hasil dari angka 6 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam Bagian Tahun

Pajak)

www.pajak.go.id



Lampiran 7 Penghitungan Kompensasi
(L-7) Kerugian Fiskal Tahun Pajak dan

Tahun Pajak Selanjutnya



L7 — Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

| 1
indul L1-A 2 L3 14 L] LT L8 L10-A  LI0-B LI0-C -8 Li3-A
‘--_J'

CALCULATION OF FISCAL LOSS COMPENSATION FOR THE YEAR 2023 AND FOLLOWING TAX YEAR

HESLDER

STy,
[ S —

Lampiran 7 berisi perhitungan kompensasi kerugian fiskal berkenaan dengan kerugian fiscal dari kegiatan usaha di Indonesia
saja, tidak termasuk kerugian fiscal dari kegiatan usaha di luar negeri baik melalui BUT maupun tidak melalui BUT.

Bagian Header memuat informasi mengenai Tahun Pajak dan NPWP.
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L7 — Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

FERMHITUNGAN EDMPEMSAST KERUGHN FISEAL LINTHKE TAHLN 1M1 DAN TAHUMN PAIAY SELANIUTNYAZDIIDAN TAHUM PATAK SELANILTMNYA

ELMPENSAT RERLGIAN FISEAL
LARS [MUGH METTD PRl - —

F
4]

¥ il Tal LT Tl F0L3 Tl

o
=
£ 3

TR Al Pian WUFERH BL A H AL H HEIIAH (WIS TaN VEAR)MUTELH (FEALEWANG TAX YEAT R AN

1
1
d

T ELELELELELLE

=
|

LIBLAH KORPEMNSASE KERUGHUN FISKAL .00 (5l (5N s} a0 0,061

Bagian: Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal untuk Tahun Ini dan Tahun Pajak Selanjutnya 2023 dan Tahun Pajak Selanjutnya.

Data pada halaman ini akan muncul hanya bagi wajib pajak yang masih memiliki kompensasi rugi fiskal. Apabila ada data yang akan di-edit,
wajib pajak dapat mengeklik icon “Pensil”.
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L7 — Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

SPT Fajak Peivghasilan Tarkan

B Simpan

Dengan mengeklik icon “Pensil”, wajib pajak dapat
mengedit data pada formulir dengan penjelasan
sebagai berikut:

[1]

[2]

Detil nilai hasil perhitungan kompensasi kerugian
fiskal untuk tahun pajak yang dipilih.

Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah

diinput.
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Lampiran 8
(L-8)

Penghitungan Fasilitas Pengurang
Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan
Dalam Negeri Berdasarkan Pasal
31E ayat (1) Undang-undang PPh



L8 — Penghitungan Pengurang Tarif PPh Badan

- = T
:‘..I 9 ULA A

- J

PERHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPh BAGI WALIB PAJAK BADAN
DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PFh

Ml

00 ©

2025

0012345678012000

T - . g ¥ s nl T 1 T i ' T AR R .
I TARIF Posy a0 WA 11H P L sy Fus) Al MEGERL BERDASKRE AN PASAL |1F AT LINANG- LA NG P

PRI AREOUNT (Rupraliy

Apabila Wajib Pajak memilih menggunakan
fasilitas pengurangan tarif PPh Pasal 31 E
UU PPh maka Wajib Pajak diminta untuk
memilih “Lampiran 8 (L8)"

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka 1 diisikan dengan peredaran
bruto yang dimiliki oleh wajib pajak
pada tahun pajak yang dilaporkan [1].

- Angka 2 adalah Penghasilan Kena Pajak
yang mendapat dan tidak mendapat
fasilitas.
diisikan secara otomatis oleh sistem [2].

- Angka 3 adalah Pajak Penghasilan yang
mendapat dan tidak mendapat fasilitas.
diisikan secara otomatis oleh system [3].

- Angka 4 adalah Total pajak pajak yang
terutang. [4]
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Daftar Penyusutan dan Amortisasi

Lampiran 9 i«
(L-g) A. Harta Berwujud
B. Bangunan

C. Harta Tidak Berwujud



L9 - Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

nouk L !__,I ' Lampiran 9 (L9) ini digunakan untuk melaporkan daftar
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL harta berupa harta berwujud dan harta tak berwujud

beserta penghitungan penyusutan dan amortisasi fiskal.

Lampiran ini diisi apabila Wajib Pajak menjawab “Ya“
: pada pertanyaan bagian H angka 21.e “Apakah Wajib
0012345678910000 Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau
amortisasi fiskal?

9:_ s | Terdiri atas 3 bagian utama yaitu:

Y 1 ) [1] Harta Berwujud, terbagi atas 4 (empat) kelompok
[2] Bangunan, terbagi menjadi bangunan permanen dan
s @) tidak permanen
[3] Harta Tidak Berwujud, terbagi atas 4 (empat)
kelompok

Sesuai dengan ketentuan PMK No.72 Tahun 2023.

s €) Pengisian data dilakukan secara key-in atau Unggah
File dengan format XML [4]
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L9 - Harta Berwujud

V' HARTA BERWUIUD Pada Harta Berwujud tersedia Kelompok Harta 1-4 sesuai dengan aturan saat ini, Untuk menambahkan data
serta disediakan Kelompok Lain untuk harta-harta yang tidak dapat harta, klik “¢+Tambah” [1],
KELOMPOK 1 dikategorisasi. sistem akan menampilkan

formulir penambahan

ORI 30
. 900

Juga disediakan tombol

:: “Hapus” [2] untuk
D melakukan penghapusan
A KODE HARTA 1| KELOMPOK/JENIS HARTA 1] BULAN/TAHUN PEROLEHAN 1) _
K data harta yang terprefill
: atau diinput manual
sebelumnya.
Tidak ada data yang diiemukan,
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L9 - Harta Berwujud Kelompok 1

PT. NYA BADAN
DAFTAR PENYUSUTAN
PERIODE 31 Desember 2025

NO JENIS AKTIVA BULAN/TAHUN | SATUAN NILAI MASA | NILAI BUKU PER PENYUSUTAN AKUMULASI NILAI SISA BUKU
PEROLEHAN PEROLEHAN MANFAAT | 1 Januari 2024 | TAHUN BERJALAN PENYUSUTAN s.d. PER 31 Desember
KELOMPOK |
L KELOMPOR
r 1 |Furnitur Januari 2024 1 SET 450.000.000 | 4 TAHUN 337.500.000 112.500.000 225.000.000 225.000.000 J

2 |AC split Januar 2024 | TOOUNIT | 70.000.000 | 4 TAHUN 52.500.000 77.500.000 35.000.000 35.000.000

3 |Komputer Januari 2024 20 UNIT 200.000.000 | 4 TAHUN 150.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000

4 |Printer Januari 2024 4 UNIT 20.000.000 | 4 TAHUN 15.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000

5 |Sepeda motor Januari 2024 12 UNIT 240.000.000 | 4 TAHUN 180.000.000 60.000.000 120.000.000 120.000.000
L GROLP | 2
.4 00
[ | HodeHare o i 0

00
W [ 9 Fouemarh Tamgoa Frmitur
: i , 0
[ i 8 ¥
. (4
| (5
FEF TSP F A 0 K I Gearis Lurus
Flos A Garls Lurus -

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis
Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar
menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal
yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah
disediakan.

Penyusutaan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan
Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi
harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

www.pajak.go.id



L9 - Harta Berwujud Kelompok 2

KELOMPOK 2

a a Untuk menambahkan

data harta, klik tombol

& n n n w® “+Tambah” [1], sistem
akan menampilkan

“Hapus” [2] untuk
melakukan penghapusan
data harta yang terprefill

atau diinput manual
E sebelumnya.

e formulir penambahan

N harta.

D

A KODE HARTA 1] KELOMPOMK/JENIS HARTA 11 BULAN/TAHUN PEROLEHAN T Juga disediakan tombol
K

A

N
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L9 - Harta Berwujud Kelompok 2

PT. NYA BADAN
DAFTAR PENYUSUTAN
PERIODE 31 Desember 2025

Kode Harta [1]
Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis
Harta.

NO JENIS AKTIVA BULAN/TAHUN | SATUAN NILAI NILAI BUKU PER|  PENYUSUTAN AKUMULASI NILAI SISA BUKU
PEROLEHAN PEROLEHAN | MANFAAT | 1Januari 2024 | TAHUN BERJALAN | PENYUSUTAN s.d. PER 31 Desember Jenis H arta [2]
KELOMPOK | .. : R .
1 |Furnitur Januari 2024 1SET 450.000.000 | 4 TAHUN 337.500.000 112.500.000 225.000.000 225.000.000 Berisi data Jenis Harta yang dapat dlplllh dari daftar
2 |AC split Januari 2024 | 10 UNIT 70.000.000 | 4 TAHUN 52.500.000 17.500.000 35.000.000 35.000.000 menurun yang telah disediakan
3 |Komputer Januari 2024 | 20 UNIT 200.000.000 | 4 TAHUN 150.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 ’
4 |printer Januari 2024 | 4UNIT 20.000.000 | 4 TAHUN 15.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 BuIan/Tahun Perolehan [3]
5 |sepeda motor Januari 2024 | 12 UNIT 240.000.000 | 4 TAHUN 180.000.000 60.000.000 120.000.000 120.000.000 Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian
KELOMPOK I Harga Perolehan [4]
1 |Mobil penumpang Januari 2024 | 4 UNIT 1.000.000.000 | 8 TAHUN 875.000.000 125.000.000 250.000.000 750.000.000 Berisi data Biaya Pembelian
m— Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]
Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.
o - Metode Penyusutan/Amortisasi [6]
© v Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal
el i . yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah
. (3 B & disediakan.
(4 I 1.000.000.000 Penyusutaan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]
i 6 §75.000.000 Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan
. Keterangan [3]
(6 T Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi
harta.
0 125.000.000 Klik Simpan [9]
€ 4 unit Mobil Box Untuk menyimpan hasil input data
9 & Simgan
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L9 - Harta Berwujud Kelompok 3

KELOMPOK 3

OE=1 30

2 mpo02 4

KODE HARTA 1)

Tidak sda data vang diternulkar

KELOMPOK/JEMIS HARTA 1]

BULAN/TAHUN PEROLEHAN T/

Untuk menambahkan data
harta, klik tombol
“+Tambah” [1], sistem akan
menampilkan formulir

penambahan harta.

Juga disediakan tombol
"Hapus” [2] untuk
melakukan penghapusan
data harta yang terprefill
atau diinput manual

sebelumnya.

www.pajak.go.id



L9 - Harta Berwujud Kelompok 3

Kode Harta [1]
Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian
Jenis Harta.
Jenis Harta [2]
Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari
daftar menurun yang telah disediakan.
Bulan/Tahun Perolehan [3]
Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.
Harga Perolehan [4]
Jenis Harta * a Pl e = Berisi data Biaya Pembelian.
Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

GROUP 3

Kode Harta

Bulan / Tshun Percishan = LN £ ) B ¥ .. o . o
Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.
g Resmieh:! o o Metode Penyusutan/Amortisasi [6]
ikl S Bkl Fickial Pada Al op Berisi data Metode Penyusutan baik komersial
Tahun atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun
R A G' , = | yang telah disediakan.
ETEMOE PENYLSUTAN AMOSTISAS ERTIA Hizzse oF e . o e e o
A - Penyusutaan/Amortisasi Fiskal Tahun ini
FISKAL Plagee Sat . [7]
TS s fe Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan
TAHLN NI Keterangan [8]
Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas
e ° informasi harta.

Klik Simpan [9]

|m| Untuk menyimpan hasil input data

www.pajak.go.id



L9 — Harta Berwujud Kelompok 4

KELOMPOK 4

ORI [0
) u n b3 Untuk menambahkan
data harta, klik tombol

“+Tambah” [1], sistem
akan menampilkan

formulir penambahan
KODE HARTA 1| KELOMPOK/JENIS HARTA 1| BULAN/TAHUN PEROLEHAN 1] VI

=r=xr 0 =4

Juga disediakan
tombol “Hapus” [2]

- untuk melakukan
i KELOMPOK/JENIS HARTA H penghapusan data

harta yang terprefill
ldak'ada data yang ditemiioan atau diinput manual
sebelumnya.

I ——— WWWpa_]akgOId



L9 - Harta Berwujud Kelompok 4

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian
Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari
i b daftar menurun yang telah disediakan.
Bulan/Tahun Perolehan [3]

S Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

— Harga Perolehan [4]
ot alenitn e DT N Berisi data Biaya Pembelian.
Sulan / Tahun Perolehan ° mm iy 8 ¥ Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

. Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.
P e ° i Metode Penyusutan/Amortisasi [6]
Milat Sisa Buky Fiskal Pada Awal Rp Berisi data Metode Penyusutan baik komersial
Tahun atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun
METODE PENYLUSUTANAMERTISAS G}mnim; Mease Set g yang telah disediakan.
Penyusutaan/Amortisasi Fiskal Tahun ini
FISKAL Hesse Se b [7]

BENYUSUTAN /AMGRTISAS] FIEKAL R, Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan
TAHUN 1IN Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas
informasi harta.

_ Klik Simpan [9]

' \ B simpan Untuk menyimpan hasil input data

EEfErangan °

www.pajak.go.id



L9 - Harta Berwujud Kelompok Lainnya

EELOMPOE LATMNNYA

O I3 0
Untuk menambahkan
o n n u ¥ data harta, klik tombol

“+Tambah” [1], sistem
akan menampilkan
TINDAKAN KODE HARTA 1| KELOMPOK/JENIS HARTA 1| BULAN/TAHUN PERC formulir penambahan
harta.
Juga disediakan tombol
“Hapus” [2] & [4] untuk

melakukan
e 2 E 0 penghapusan data harta

E =TTl _ yang terprefill atau

& 7as Aset Lainaye . diinput manual

2 o i, sebelumnya.

é Ciac ot Jika Wajib Pajak akan
mengedit data aset

& ﬂ grag List EAMNY S 0&-2011 o
pada kelompok lainnya,

y T p— klik tombol “Pensil” [3]
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L9 - Harta Berwujud Kelompok Lainnya

Kode Harta [1]
Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.
Jenis Harta [2]
OFHER-GROUR Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar
menurun yang telah disediakan.
Bulan/Tahun Perolehan [3]
Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.
jemis Harts * a Preise Seneid Harga Perolehan [4]
_ Berisi data Biaya Pembelian.
Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]
Harga Perolehan * ° Rp. Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.
Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Koda Harta

Bilan [/ Tahun Perclehan = Tl

Mikai 5is3 Buky Fiskal Pada Awal Rp o g q g 5
,_;,r o : Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal

yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah
METODE PENYLSUTAN/AMORTISAS! °!L!Z'.-‘!EF.5:-'1.L Please Sel b disediakan.

Penyusutaan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

= — Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan
PENYUSUTAN/AMORTISAS! FISKAL Ap Keterangan [8]
R Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.
Kslerangan e Klik Simpan [9]
' Untuk menyimpan hasil input data

RG] -
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L9 - Bangunan

o BANGLUNAMN

PERMANEN

o EE3 30
CI au '::r?

TINDAKAN

000 -
& B502
& 0503

Untuk Bangunan, disediakan kategori Bangunan Permanen dan Tidak Permanen. Cara pengisian
sama dengan pengisian harta berwujud.

Untuk menambahkan data harta, klik tombol “+Tambah” [1], sistem akan menampilkan formulir
penambahan harta.

Juga disediakan tombol “Hapus” [2] & [4] sserta”Pensil” [3] untuk melakukan penghapusan atau
perubahan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

KODE HARTA T| KELOMPOK/JENIS HARTA 71| BULANA
P ELCINE E |
Bamgunan untuk usaha (toko, pobnkc kantor; gudeang, dan seperisnyal  03-20217
Bangunan untuk usaha (Ioko, pabnk, kantor, gudang, dan sgjenisnya)]  03-2021
Bangunan untuk usaha (toke, pabnk, kantor, gudang. dan selenisnyal  03-Z021
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L9 - Bangunan Permanen

PERMAMENT

Keteranaan °

Kode Harta

Jers Hasta = a Please Selet

fuinn 7 Tahon Perolehan = T WYY B ¥

Harga-Peralehan * o Rp

Milai sisg Buky Fisksl Pada mwal R

Fahiim

METODE PEMNYLUSUTANfAMORTISASI oﬁ‘lh‘!l RE1AL Preaea Sl 8
FISKAL Phegci Sel s

BEMYLSUITAMN/AMORTISAS] FISKAL Rp

TAHLIM IN|

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian
Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari
daftar menurun yang telah disediakan.
Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]
Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.
Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial
atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun
yang telah disediakan.
Penyusutaan/Amortisasi Fiskal Tahun ini
[7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan
Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas
informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

www.pajak.go.id



L9 — Bangunan Tidak Permanen

TIDAK PERMANEN
Untuk menambahkan

o o
data harta, klik tombol
¢, ﬂ n ® “+Tambah” [1.], sistem
: akan menampilkan
formulir penambahan
harta.

-

KODE HARTA 1! KELOMPOK/JENIS HARTA 1| BULAN/TAHUN PEROLEHAN 1) Juga disediakan tombol
“Hapus” [2] untuk
melakukan
penghapusan data
harta yang terprefill

Skl KELOMPOKAIENIS HART E atau diinput manual
sebelumnya.

i B -
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L9 — Bangunan Tidak Permanen

WON-FERMANENT

Kode Ham

e e a Firxce Select

Bulan ¢ Tahun Perolehan ® il B %

Haros Peroishan © o Rp

Milai Sisa Bukd Fiskal Pada fveal Rp

Tahun

METODE PENYLISL i':ru'_.-_'-n-uj-'-ct.!u'.-;.ot:-r-.-.c_sl-_-m-_ Fleaze Sal, by
FISkAL Plas=m Eal L

PEMVUSUTAN/EMORTISASI FISKAL Ap.

TARLUM M

K eterangan °

B simpan

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian
Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari
daftar menurun yang telah disediakan.
Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]
Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.
Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial
atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun
yang telah disediakan.
Penyusutaan/Amortisasi Fiskal Tahun ini
[7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan
Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas
informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

www.pajak.go.id



L9 — Harta Berwujud dan Bangunan

[1] Jumlah penyusutan fiskal
akan terisi otomatis dari pengisian

harta yang dilakukan Wajib Pajak
UMLAH PENYUSUTAN FISKAL G 382.500.000
JIMLAH PENYLISUTAN KOMERSIAL ° 382.500.000 [2] Jl.’.n.‘lah pen).{USUt.an kome.rSIaI
diisi oleh wajib pajak sesuai dengan
SELISIH PENYUSUTAN e 0 penghitungan secara komersial

[3] Selisih penyusutan
Diisi dengan hasil pengurangan
penyusutan fiskal dikurangi
penghitungan penyusutan
komersial menjadi koreksi fiskal

Jika terdapat nilai selisih penyusutan pada angka 3, maka Wajib Pajak perlu melakukan
rekonsiliasi fiskal untuk mengkoreksi nilai penyusutan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
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L9 - Harta Tidak Berwujud

»  HARTA TIDAK BERWLLILD . . . o o_ o
Pada Harta Tidak Berwujud tersedia Kelompok Harta 1-4 sesuai dengan aturan saat ini, serta

disediakan Kelompok Lain untuk harta-harta yang tidak dapat dikategorisasi.
KELOMPORT - Untuk menambahkan data harta, klik tombol “+Tambah” [1], sistem akan menampilkan formulir
penambahan harta.

a a - Juga d.i.sediakan tombol “Hapus” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill
atau diinput manual sebelumnya.
- @00 -
TI

KODE HARTA 1| KELOMPOK/JENIS HARTA T/ BULAN/TAHUN PEROLEHAN 1|

Z = X > O Z
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L9 - Harta Tidak Berwujud Kelompok 1

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian
Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari
daftar menurun yang telah disediakan.
Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]
Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.
Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial
atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun
yang telah disediakan.
Penyusutaan/Amortisasi Fiskal Tahun ini
[7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan
Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas
informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

GROUP 1
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L9 - Harta Tidak Berwujud Kelompok 2

KELOMPOK 2

OEZXI [0
data harta, klik tombol
u a - “+Tambah” [1], sistem

|

&

akan menampilkan
formulir penambahan
harta.

=

KODE HARTA 1) KELOMPOW/JENIS HARTA 1) BULAN/TAHUN PEROLEHAN 1] Juga disediakan tombol

“Hapus” [2] untuk
melakukan
penghapusan data

harta yang terprefill
Y E atau diinput manual
sebelumnya.

= P x> O Z

Tidsk ada date yang ditemukan

www.pajak.go.id



L9 - Harta Tidak Berwujud Kelompok 2

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian
Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari
daftar menurun yang telah disediakan.
Bulan/Tahun Perolehan [3]

Kode Haria Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Jemik Hadta a Flzzue telent o Harga PerOIehan [4]
Berisi data Biaya Pembelian.
Bulan / Tahyn Perokehan * T Yy Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

GROLUT 2

I ° .- Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.
' _ Metode Penyusutan/Amortisasi [6]
AR Sesn iy Fiskal Parin ol i Berisi data Metode Penyusutan baik komersial
o atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun
METODE F'EN'vL'SL:T.n'-!-J.-M.-!I:‘IF‘-.'IE.?-.5|°’:MEF!5||1L Plagse 5&1. e yang telah disediakan.
o~ s % Penyusutaan/Amortisasi Fiskal Tahun ini
FI) ase Sel. [7]
PENVLISUTAN/AMORTISAS! FISKAL Rp Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan
TAHUN NI Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas
informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

.'q:.;TEI'E‘.'Iq.'-.'E e
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L9 - Harta Tidak Berwujud Kelompok 3

EELOMPOK 3

o= o
Tl

KODE HARTA 1]

Z > X Oz

Nhdak ada data yang diemukan,

KELOMPOI/JENIS HARTA 1|

BULAN/TAHUN PEROLEHAN T|

Untuk menambahkan
data harta, klik tombol
“+Tambah” [1], sistem
akan menampilkan
formulir penambahan
harta.

Juga disediakan tombol
“Hapus” [2] untuk
melakukan
penghapusan data
harta yang terprefill
atau diinput manual
sebelumnya.
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L9 - Harta Tidak Berwujud Kelompok 3

GROUP 3

Kode Harta

Jenis Harta = a Pleass Salsct b
1FEL 'L Yy k-

Bulan / Eshun Perplshan =

Harga Perclehan * o Rp

s Srsa Buku Frskal Pada Awal
Tatun

WETEDE FENVITSLUTAN  AMOETIEAS] eg AERGTA

PEMNYUSLITAN  AAMOATISAS] FISEAL
TAHLIN NI

K2terangan °

o=

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian
Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari
daftar menurun yang telah disediakan.
Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]
Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.
Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial
atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun
yang telah disediakan.
Penyusutaan/Amortisasi Fiskal Tahun ini
[7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan
Keterangan [8]
Berisi  Catatan,
informasi harta.
Klik Simpan [9]
Untuk menyimpan hasil input data

dipakai untuk memperjelas
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L9 - Harta Tidak Berwujud Kelompok 4

KELOMPOK 4

OEE3 I3 0
data harta, klik tombol
: % “+Tambah” [1], sistem

2 v akan menampilkan

formulir penambahan

LL harta.

N

2 Juga disediakan tombol
A KODE HARTA 1] KELOMPOK/JENIS HARTA 1] BULAN/TAHUN PEROLEHAN 1) “Hapus” [2] untuk

. melakukan

A

N

penghapusan data
harta yang terprefill

atau diinput manual
NIS HARTA v E sebelumnya.
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L9 - Harta Tidak Berwujud Kelompok 4

GROUP 4

Kgga Harla

lenis Harts * e Flaazs Selec

Sufan f Tzhun Perolshan FEELTY iy

Haroz Perolehan ° R

MlE S Juka Fiskal Peda dwal K
Tahun

METODE PERNYUSUTANAMORTIZAS G:'h-'[ RETAL Haase hel b

- -
FIEK AL FIRgss S

DEBYUSUTAN A RO RTISAS FISKAL R,
TAHLIN 1N

EEfErangan °

L

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian
Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari
daftar menurun yang telah disediakan.
Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]
Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.
Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial
atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun
yang telah disediakan.
Penyusutaan/Amortisasi Fiskal Tahun ini
[7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan
Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas
informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data
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L9 - Harta Tidak Berwujud Kelompok Lainnya

KELOMPOK LAINMNYA

a e Untuk menambahkan
data harta, klik tombol
. “+Tambah” [1], sistem
G u n ﬂ ¥ akan menampilkan
formulir penambahan
harta.

Juga disediakan tombol
“Hapus” [2] untuk
melakukan
penghapusan data
harta yang terprefill

- _ _ i _ atau diinput manual
' e : sebelumnya.

KODE HARTA 1| KELOMPOK/JENIS HARTA 1) BULAN/TAHUN PEROLEHAN 1!

=ZE»xpo0o0=Zd
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L9 - Harta Tidak Berwujud Kelompok Lainnya

Kode Harta [1]
Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan
isian Jenis Harta.

OTHER GROUP Jenis Harta [2]
Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari
daftar menurun yang telah disediakan.

¥ode Hafta Bulan/Tahun Perolehan [3]
ST a b ol v Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.
Harga Perolehan [4]

Bulan 7 Tahun Perplehan M Yy B ¥ Berisi data Biaya Pembelian.

) Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun
Harga Perolehan = ° nip [5]
Nilai Sisa Bulky Fiskal Pada Awsl p Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.
Tahun Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

s s _ , TR = Berisi data Metode Penyusutan baik komersial
el S 0"""”‘”‘" s atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar
FISKAL Please Sel v menurun yang telah disediakan.

_ Penyusutaan/Amortisasi Fiskal Tahun

PENYUSUTAN/AMORTISAS] FISKAL fp e

ot Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun

¥elsrangan e berjalan
Keterangan [8]

: Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas
% g informasi harta.
Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data
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L9 - Harta Tidak Berwujud

Jika terdapat nilai selisih penyusutan pada angka 3, maka Wajib Pajak perlu melakukan
rekonsiliasi fiskal untuk mengkoreksi nilai penyusutan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

[1] Jumlah Amotisasi fiskal

akan terisi otomatis dari pengisian
harta yang dilakukan Wajib Pajak

[2] Jumlah Amortisasi komersial

[3]

diisi oleh wajib pajak sesuai dengan
penghitungan secara komersial

Selisih Amortisasi

Diisi dengan hasil pengurangan
amortisasi fiskal dikurangi
penghitungan amortisasi komersial
menjadi koreksi fiskal

www.pajak.go.id



Lampiran Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi
10-A Hubungan Istimewa



L10-A - Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Irncluk £ 1:C 1.2 L3 L4 L6 L7 L3 | L1G-A : 0-B8 L10-C - L71-A L11-B L1 1-B L1
S —

DAFTAR TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA

HEALDIER

Lampiran 10-A akan terbuka apabila wajib pajak memilih O “Ya" pada
pertanyaan nomor 21a pada halaman induk.

Untuk menambahkan daftar transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa
silahkan klik tombol “Tambah” [1]

Ciaftar Transaks Yang LM pe rgaru i —ui':..l'..] an IsEthmewa

L

+ i h.a h E = F"J ;
:: n u ‘.:rl
1

-

Mama | NPWERTIN T Megara ) BEMTLIE HUBUMGAN 71 Keglatan Uasha T

Z P X b D F
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L10-A - Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

T a Tuliskan Informasi Transaksi
SR S [1] TIN (Related Parties)
e Silakan Pi Diisi dengan:
«  NPWP dari pihak yang memiliki hubungan
Istimewa dengan WP (jika WP Dalam Negeri)
« TIN dari pihak yang memiliki hubungan
Istimewa dengan WP (jika WP Luar Negeri)

[2] Nama Pemotong Pajak
diisi dengan nama lengkap oihak yang memiliki
METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER YAN( Please Select hubungan Istimewa dengan WP

[3] Negara

Diisi dengan memilih asal negara pemotong
pajak
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L10-A - Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Tuliskan Informasi Transaksi
[4] Bentuk Hubungan
Diisi dengan memilih bentuk hubungan yang berupa:

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

1IN (Reiated Parties) NPWP Mitra Transal 1. Hubungan istimewa karena kepemilikan saham/
penyertaan sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (4)

Nama Pemotong Pajak * huruf a UU Pajak Penghasilan

] cilakan F 2. Hubungan istimewa karena penguasaan sebagaimana

| diatur oleh Pasal 18 ayat (4) huruf b UU Pajak
BENTUK HUBUNGAN o silakan Pi Penghasilan
e 3. Hubungan istimewa karena hubungan keluarga
: sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (4) huruf c UU
IENIS TRANSAKS| lakan Pil Pajak Penghasilan

4. Hubungan istimewa karena pengendalian sebagaimana

NILAI TRANSAKSI diatur oleh Pasal 9 ayat (1) Perjanjian Penghindaran
Pajak Berganda (tax treaty) antara Indonesia dengan
negara domisili pihak yang mempunyai hubungan
istimewa dengan wajib pajak

[5] Kegiatan Usaha
Diisi oleh wajib pajak atas kegiatan usaha mitra transaksi
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L10-A - Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa Tuliskan Informasi Transaksi
[6] Jenis Transaksi
diisi oleh wajib pajak dengan memilih jenis-jenis transaksi berupa:
N (Related Parties) gl 5 S 1. Penjualan barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan
barang dagangan)

e e 2. Pembelian barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan
Negara“ silakan Pi barang dagangan)
) 3. Penjualan barang modal, termasuk aktiva tetap
Sefi b ddu 4. Pembelian barang modal, termasuk aktiva tetap
r S Al 5. Penyerahan barang tidak berwujud
6. Pemanfaatan barang tidak berwujud
AN ° 7. Peminjaman Uang ke Pihak yang Memiliki Hubungan
LA TR Istimewa
8. Pinjaman Uang dari Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa
METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER YAN Please Select 9. Penyerahan jasa
HGUNAKAN 10. Pemanfaatan jasa
R ent 11. Penyerahan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi

ALASAN PENGEURAAN METOD 12. Perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
13. Transaksi Penyerahan Lainnya
14. Transaksi Pembelian Lainnya
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L10-A - Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Tuliskan Informasi Transaksi

[7] Nilai Transaksi
Diisi oleh wajib pajak nilai transaksi yang terjadi dengan
mitra transaksi

la Fem i Pajak
Sion . [8] Metode Penentuan Harga Transfer yang Digunakan
= diisi oleh wajib pajak memilih metode penentuan harga
BENTUK HUBUNGAN silakan Pi yang digunakan, yaitu:
1. Metode Perbandingan Harga Antarpihak yang
RECHABRN Hant Independen
T 2. Metode Biaya-Plus
3. Metode Harga Penjualan Kembali
NILAI TRANSA 4. Metode Laba Bersih Transaksional
. ENENTUAN HARCA TRANCEER YA . 5. Metode Pembagian Laba
e 6. Metode Perbandingan Transaksi Independen
7. Metode dalam Penilaian Harta Berwujud dan/atau Harta

ALASAN PENGGUNAAN METODE Tidak Berwujud
Metode dalam Penilaian Bisnis
9. Metode Biaya-Plus dengan Besaran Kenaikan

e
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L10-A - Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

ik [P e IR b P L
11y .|-.--|.'|T—."'.. o B5)

Mama Pemotong Pajak *

ETODE PENENTLIAN HARGA

AN PENGGUNAAN |

Tuliskan Informasi Transaksi

[9] Alasan Penggunaan Metode
Diisi oleh wajib pajak alasan penggunaan metode penentuan
harga transfer yang digunakan

[8] Simpan
Jika telah diisi dengan benar oleh wajib pajak klik “simpan”
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L10-A - Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Craltas Trarmsaksd Yong Thsengarubi Hifnmgan Kylimews
B o
a 2 j ¥

E»x»oEd

HPWRITING T]

Hegeea 1)

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa
[1] Tambah
Tekan “Tambah”, jika wajib pajak menambahkan daftar

transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa s

[2] Hapus
Tekan “"Hapus” jika wajib pajak akan menghapus daftar
transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa

[3] Impor Data
Tekan “Impor Data” jika wajib pajak akan mengunggah
daftar transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa
dalam bentuk format XML
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Lampiran Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi
10-B Hubungan Istimewa



L10-B - Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

-_— -
Ineluk L1-C L2 L3 L4 Lo LY L5 9 L10-4 | L0 B : L10-C L1D-D L11-A L11-B LI3-A L13-8 L13-C L4
o -

DAFTAR TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA

HEADES
Lampiran 10-B akan terbuka apabila wajib pajak memilih 0 “Ya“, pada
pertanyaan nomor 21a pada halaman induk.
Pada bagian ini, Wajib Pajak diminta untuk mengisi pernyataan 0 "Ya“,
atau 0 “Tidak", pada bagian mengenai Hubungan Istimewa.

...................................................................................................................................................................
0 .
E 1. Mengenal Hubungan istimowa E 0
: :
: L]

Bahwacanya kami telah menerapkan Frinsip Kewajaran dan Kelaziman Ueaha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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L10-B - Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Mengenai Transaksi

Pada bagian ini, Wajib Pajak diminta untuk mengisi pernyataan 0 “Ya" atau O "Tidak”

e R RN r .
1 2 Mengenal transaksl E

E Babwasanya kami telah menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelariman Usaha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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L10-B - Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Mengenai Dokumen Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Pada bagian ini, Wajib Pajak diminta untuk mengisi pernyataan 0 “Ya" atau O "Tidak”

eI I N NN EEEEEEEEEEEEEEEEEE NN E NN E NN N NN NN N NN N EE NN EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENEEEEEENEENNENNEEEEEEEEEN .

. [}
b 3. Mengenal Dolumantasl Penempan Prinslp BEewnjaran dan Kelaziman Usaha . o

n

L}

Balwasanyo kami telah menerapian Prinsip Kowajaran dan Kalaziman Usaha u

L}

i = -

1 I (A L :

L}

[Fu o L]

T 1] f i [ ]

L}

L}

1 I i pam sat I ] .

1 aujuid, al -

L}

[[af =

1 1 1an 1 1 ]

L}

L}

= L ju! :

L}

¥ MmN EEEE NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN, $.

I ——— WWWpa_]akgOId



L10-B - Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Mengenai Dokumen Penentuan Harga Transfer

Pada bagian ini, Wajib Pajak diminta untuk mengisi pernyataan 0 “Ya" atau O "Tidak”

L s T T T s T Ty r vy rers
- .
u 4. Mongonai Doluman Penentusn Harga Transfer =
n L}
L}
L}
L}

Bablwasarya kami 1elah menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha
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Lampiran Pernyataan Transaksi dengan Pihak
yang merupakan Penduduk Tax Haven

10-C Country



Pernyataan Transaksi dengan Pihak yan
L10-C- .. ; =

merupakan Penduduk Tax Haven Country

ricfuk L1-C L L L4 L& L7 LB Ly Li1t=4A L 10-8 | LThg I L10-D L11-4 L1=8 L13-A L13-k L13-C L14
PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK TAX HAVEN COUNTRY
HEATIER

Pada Lampiran 10-C (L10-C) Wajib Pajak apabila wajib pajak emilih “Ya" pada

0 pertanyaan nomor 21a pada halaman induk.

1234567891011121
Untuk menambahkan daftar transaksi dengan pihak-pihak yang merupakan

penduduk Tax Haven Country silahkan klik tombol “Tambah” [1]

I DALARK Hﬂo PAIAK DALAK TR PAIAR INI MELAKUKAN TRANEEKE| DEMNGAN PIHAK-PIHAK YANGE MERUPAEAN PENDUDLUK TAX HAVEN COLNTRY

TEMDRARAN [y o AMA WITRA TRAMEAKS]T 7| Jigray Trammaksl [l hiARA 1)

10 s
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Pernyataan Transaksi dengan Pihak yan
L10-C- .. ; =

merupakan Penduduk Tax Haven Country

RAITRA TRANSAKS)

Mitra Transaksi

[1] Nama Mitra Transaksi
Diisi oleh wajib pajak nama mantra transaksi pihak yang merupakan penduduk Tax
Haven Country



L10-C -

Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang

hATTRA TRANSAKS]

merupakan Penduduk Tax Haven Country

Mitra Transaksi
[2] Jenis Transaksi
dipilih oleh wajib pajak jenis transaksi, berupa:

1.

Penjualan barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang
dagangan)

Pembelian barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang
dagangan)

Penjualan barang modal, termasuk aktiva tetap

Pembelian barang modal, termasuk aktiva tetap

Penyerahan barang tidak berwujud

Pemanfaatan barang tidak berwujud

Peminjaman Uang ke Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa
Pinjaman Uang dari Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa
Penyerahan jasa

. Pemanfaatan jasa

. Penyerahan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
. Perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi

. Transaksi Penyerahan Lainnya

. Transaksi Pembelian Lainnya
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Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang

L10-C - merupakan Penduduk Tax Haven Country

MITRA TEAMSAKS)

Mitra Transaksi
[3] Negara
dipilih oleh wajib pajak negara mitra transaksi yang merupakan penduduk Tax Haven County

[4] Nilai Transaksi
Diisi oleh wajib pajak nilai transaksi yang sebenarnya

[5] Simpan
Jika sudah benar dan sesuai dengan kondisi sebenarnya silahkan klik tombol “Simpan”
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Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang

L10-C - merupakan Penduduk Tax Haven Country

Il. PEMENTUAN HARGA TRANSAKS] DI ATAS, DITENTUKAN DENGAN MENGGLMAKAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA

O a Tidak

Penentuan Harga Transaksi di Atas, Ditentukan dengan Menggunakan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman

Usaha
Wajib Pajak diminta untuk mengisi pernyataan 0 “Ya” atau 0 “Tidak pada dalam penentuan harga transaksi yang ditentukan

dengan menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha
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Lampiran Ikhitsar Dokumen Induk dan

Dokumen Lokal

10-D



L10-D - Ikhtisar Dokumen Induk Dan Dokumen Lokal

Irveduk Li-C 12 L3 L4 L& 7 LB L9 L10-A L10-B L10-C | L10-E I LA L11-B L13-A L13-B L13+C L14

IKHTISAR DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL

HEADER
Joas Pada Lampiran 10-D (L10-D) Wajib Pajak apabila wajib pajak emilih “Ya" pada

pertanyaan nomor 21b pada halaman induk.

L. IKHTISAR DOKUREN INDUK

Ikhtisar Dokumen Induk

Waijib Pajak diminta pernyataan dengan memberi tanda centang “ ¥ “ telah
menyelenggarakan dokumen induk yang menjadi dasar penerapan prinsip
kewajaran dan kelaziman usaha yang memuat informasi mengenai grup

usaha
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L10-D - Ikhtisar Dokumen Induk Dan Dokumen Lokal

IL IEHTISAR DOKUNEN LOKAL

= Ikhtisar Dokumen Lokal
Waijib Pajak diminta pernyataan dengan memberi tanda centang “ ¥
telah menyelenggarakan dokumen lokal yang menjadi dasar penerapan
prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang memuat informasi
mengenai grup usaha

il PERMYATAALN PENYELENGGARAAN DAN PENYEDLAAMN DORUREMN INDILAK DAN DOUERIEN LOKAL

1 B =
2 § :

Pernyataan Penyelenggaraan dan Penyediaan Dokumen Induk dan Dokumen Lokal

[1] Dokumen Induk Telah Tersedia
Tulis tanggal dokumen induk yang telah tersedia

[2] Dokumen Lokal Telah Tersedia
Tulis tanggal dokumen lokal yang telah tersedia
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Lampiran
11-A

Rincian Biaya Tertentu

A. Daftar Nominatif Biaya Promosi dan Penjualan, Serta
Penggantian, atau Imbalan Dalam Bentuk Natura
dan/atau Kenikmatan

Daftar Nominatif Biaya Entertainment

Daftar Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat ditagih
Rincian Bagi Wajib Pajak Pemberi Natura dan/atau
Kenikmatan

E.  Daftar Debitur Non-Performing Loan

ONnw



L11-A - Rincian Biaya Tertentu

146
r--‘
Induk L1-C L2 |3 L4 L5 LG F L8 L9 | 10-A L10-B L10-C |16~ l—_'l'i-.'l'-l
- e o

Pada Lampiran 11-A (L11-A) Wajib Pajak dapat mengisikan data biaya-biaya

RINCIAN BIAYA TERTENTU

HEADER - Bagian | untuk data biaya promosi dan data natura/kenikmatan., [1]

tertentu pada bagian yang disediakan sebagai berikut:

- Bagian Il untuk data biaya entertainment, [2]
Tahiin Pajak/Bagian Tatun Pajsk S - Bagian Ill untuk data piutang tak tertagih, [3]
WP J518285826201000 - Bagian IV untuk rekapitulasi pemberian natura/kenikmatan, dan [4]

- Bagian V untuk data rincian debitur atas utang tak tertagih. [5]

0 2 | DAFTAR NORMINATIF BIAYA PROMOSI DAN PENIUALAN, SERTA PENGGANTIAN ATAL IMBALAN DALAM BENTUE NATURA DAN/ATAL EENIKMATAN
# | DAFTAR NOMINATIF BIAYA ENTERTAINMENT a

e 2 10 DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DARAT DITAGIH
# IV RINCIAN BAGH WAJIB PAJAK PEMBER| NATURA DAN/ATAL KENIKMATAN °

e * V. DAFTAR DEBITUR NCM-PERFORMING LOAN
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L1 1A I Daftar Nominatif Biaya Promosi dan Penjualan, Serta Penggantian atau Imbalan

Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

“ | DAFTAR NOMINATIE BiAYA PROMOS! DAN PERJUALAN, SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAN BENTUK NATURA DANSATALU KENIKMATAN

2

fil Hapus

C" n n W
Tl

NOMOR IDENTITAS PENERI
Na. A 1] NAMA PENERIMA 1] ALAMAT PENERIMA. 1] TANGGAL 1)

2= >»02

Bagian I: Daftar Nominatif Biaya Promosi dan Penjualan, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk Natura dan/Atau Imbalan. Diisi
hanya jika Wajib Pajak akan membebankan biaya tertentu berupa Biaya Promosi dan Penjualan, serta penggantian atau imbalan dalam
bentuk Natura dan/Atau Imbalan.

* Untuk menambahkan data harta, klik tombol “+Tambah” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.
» Tersedia tombol “Hapus” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.
« Tersedia tombol “Impor Data” [3] untuk melakukan upload file yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan format XML
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L1 1A I Daftar Nominatif Biaya Promosi dan Penjualan, Serta Penggantian atau Imbalan

Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

Dengan mengek“k tombOI "t Tambah" Wa_jlb pajak dapat LAFTAR NOMINASI BIAYA PROMOS! DAN MANFAAT DALAM BEMTUK BARAMNG
menambahkan data pada formulir dengan penjelasan sebagai
berikut:

......

[1] Isikan dengan data NPWP/NIK/identitas lainnya.

[2] Berisi data Negara yang dapat dipilih dari daftar menurun
yang tersedia.

[3] Berisi data tanggal transaksi.

[4] Berisi data kode penghasilan yang dapat dipilih dari daftar
menurun yang disediakan. efbi 2] o

[5] Berisi data penghasilan bersih dari penghasilan luar negeri '
dalam mata uang rupiah. NS BLAYS

[6] Berisi data utang pajak atau pajak yang dibayarkan di luar NILA
negeri.

[7] Berisi data mata uang yang dapat dipilih dari daftar menurun
yang disediakan.

[8] Berisi data penghasilan dalam mata uang asing yang sudah
diilih pada menu currency.

‘.e
k|

—_— . . . oy

II
I

[9] Berisi data kredit pajak yang dapat diperhitungkan. Akan
mempengaruhi perhitungan pajak pada SPT Induk.

[10] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput. °

e e = = -
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L11A- ll.Daftar Nominatit Biaya Entertainment

| R M e Y, ENTERT, ¥

—

TEMPAT FEMBEAN ENTER = ALAMAT PERMEERIAN ENTE JENIS PERMBERIAN ENTERTA NILAI PEMEERIAN ENTERTA oy JABATAN RELAS LUISAHA

TAMGOAL FEMBERLAN EMTERTAIMMENT T : - MAMA RELASH LISAHA
TAINMENT [} RTANNMENT 1. iHRENT 1) INMENTRP.} 1) .

£ > x @0 X

Bagian Il: Daftar Nominatif Biaya Entertainment. Diisi hanya jika Wajib Pajak akan membebankan biaya tertentu berupa Biaya
Entertainment.

» Untuk menambahkan data harta, klik tombol “+Tambah” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.
« Tersedia tombol “Hapus” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.
» Tersedia tombol “Impor Data” [3] untuk melakukan upload file yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan format XML
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L11A- ll.Daftar Nominatif Biaya Entertainment

Dengan mengeklik tombol “+ Tambah”, wajib pajak dapat
menambahkan data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

[1] diisi dengan tanggal entertainment dan sejenisnya yang telah | oAFTAR MOwINATI BupYA ETERTASNMERT
diberikan.

[2] diisi dengan nama tempat entertainment dan sejenisnya yang telah prairkian
diberikan.

[3] diisi dengan alamat lengkap tempat entertainment dan sejenisnya
yang telah diberikan.

[4] diisi dengan jenis entertainment dan sejenisnya yang telah
diberikan.

[5] diisi dengan jumlah biaya entertainment dan sejenisnya yang telah Rkt
diberikan dalam mata uang rupiah.

[6] diisi dengan nama pihak penerima entertainment dan sejenisnya.
[7] diisi dengan jabatan pihak penerima entertainment dan sejenisnya. BN USAHA

[8] diisi dengan nama perusahaan pihak penerima entertainment dan
sejenisnya.

[9] diisi dengan jenis usaha pihak penerima entertainment dan
sejenisnya.

[10] diisi dengan informasi yang relevan atas pemberian entertainment
dan sejenisnya.

[11] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.
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L11A- |ll. Daftar Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih

'] o
15
] Iz

FILITAMNG YANE HYATA: NYA
MOMOR IDENTITAS T NAMA DERITUR T1 ALAMAT T| FLAFDN PRAANG 11 TA TIDAK DEPAT DITAGIH METODE FEMBERAMAN [
i

23 x»0 &9
F

Ticlas acda data N0 DL s

10

Bagian lll: Daftar Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih. Diisi hanya jika Wajib Pajak akan membebankan biaya tertentu berupa
Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih.

* Untuk menambahkan data harta, klik tombol “+Tambah” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.
« Tersedia tombol “Hapus” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.
« Tersedia tombol “Impor Data” [3] untuk melakukan upload file yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan format XML
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L11A- |ll. Daftar Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih

Dengan mengeklik tombol “+ Tambah”, wajib pajak dapat
menambahkan data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

[1] diisi dengan tanggal entertainment dan sejenisnya yang telah | oAFTAR MOwINATI BupYA ETERTASNMERT
diberikan.

[2] diisi dengan nama tempat entertainment dan sejenisnya yang telah prairkian
diberikan.

[3] diisi dengan alamat lengkap tempat entertainment dan sejenisnya
yang telah diberikan.

[4] diisi dengan jenis entertainment dan sejenisnya yang telah
diberikan.

[5] diisi dengan jumlah biaya entertainment dan sejenisnya yang telah Rkt
diberikan dalam mata uang rupiah.

[6] diisi dengan nama pihak penerima entertainment dan sejenisnya.
[7] diisi dengan jabatan pihak penerima entertainment dan sejenisnya. BN USAHA

[8] diisi dengan nama perusahaan pihak penerima entertainment dan
sejenisnya.

[9] diisi dengan jenis usaha pihak penerima entertainment dan
sejenisnya.

[10] diisi dengan informasi yang relevan atas pemberian entertainment
dan sejenisnya.

[11] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.
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L11-A.IV - Rekapitulasi Pemberian Natura/Kenikmatan

o+ | BINCHARY BACEE NALATEL POA LA, PEMIIERY BOATURA DAMNKTALN KEAMIMRATAN
I FASILITAS SEATA PENYLSUTRM YA
+ T“‘Im. m
. Pas " PENVIISLITEN T
TIreEiAE AL UER TRy WL A BT By ey
ki P SERCL AR R BERALUD T " i
S TARHUM LALL 4 FETHTAIELITAN TAHUN I 1 ATh TAFEE s[4
| 1 | i [ I I Il 1 [1]] ] A I bu

Bagian IV: rekapitulasi pemberian natura/kenikmatan. Diisi hanya jika Wajib Pajak akan membebankan biaya tertentu berupa pemberian
natura/kenikmatan.

Bagian ini terbagi 2 bagian yaitu:

IV.A. Daftar Sarana dan Fasilitas serta Penyusutannya

IV.B. Rincian Bagi Wajib Pajak Pemberi Naturadan/Atau Kenikmatan

I ——— WWWpa_]akgOld



L11-A.IV.A. — Daftar Sarana dan Fasilitas serta Penyusutannya

Wk CAFTAR SANAMA DUt BASILETA L SIATA BOkYL
(1] o ©

it TP LA HILAT PERCLESAR
r-::- B | RN HARDA EEWWLILD 1) b ahin et

PEMYLIGLEAN 1)

50 TEEEE Ll Tl PEROIEATTAR] TARLEN thd 7 O TRMLN Y 21

m

Bagian IV.A : Daftar Sarana dan Fasilitas serta Penyusutannya.

* Untuk menambahkan data harta, klik tombol “+Tambah" [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.
» Tersedia tombol “Hapus” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.
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L11-A.IV.A. — Daftar Sarana dan Fasilitas serta Penyusutannya

Dengan mengeklik tombol “+ Tambah”, wajib pajak dapat menambahka 400 narras sarans pan rasiTas serma penvLsUTANNTA
data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

[1] diisi dengan jenis sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai B o

dan keluarganya. Teden Perieam” 9
[2] diisi dengan tahun diperolehnya harta berwujud yang menjadi FULALFE AN o

sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya. cevisman co e °
[3] diisi dengan nilai perolehan harta berwujud yang menjadi sarana )

dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya dalam =" ! e 14

mata uang rupiah. SENYUSUTAN S3 TAHU! " e
[4] diisi dengan jumlah akumulasi penyusutan harta berwujud yang

menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan I
keluarganya s.d. Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak ini. | % '.él B Smpan

[5] diisi dengan jumlah penyusutan harta berwujud yang menjadi
sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya
pada Tahun Pajak ini.

[6] diisi dengan jumlah akumulasi penyusutan harta berwujud yang
menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan
keluarganya sampai dengan Tahun Pajak ini.

[7] Tombol “Simpan” untuk menyimpan data yang telah diinput.
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L1 1A_ IVB Rincian Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

yang Diberikan Berkenaan dengan Pelaksanaan Pekerjaan di Daerah Tertentu

W INERINCIAN PENGGANTIAN ATAL IMEALAN DALAM BENTUK RATURA DAMNSATAL KENSCMATAN YANG DIBERIKAN BERKEMAAN DEMGAN PELAKTAMNAAGN PEKERLAAN DN DAERAH TERTENTU

Momor Surs Ceputizan Penstanan Daerzh Tertestu

a5 ARG QI LA <3N UM DeETyanan Kesenaian

Yy g Cale slisatiean untuk fm s B "_|. JLAT DGy PegawEl Dar L4 | IR N3

Ll
i
hy
(i1}
n
[TH]
o
=
]
C
1T}
Lui
E
= |
i
=}
1
=)
W
i
u_
1
£ i { [E iz

Hézsrs yang dilc=lustiesn untuk Glanrags mgl pegswal dan k= Langamys, s TEnmazskl ooll, poskes
baating pacusn kudd dan mrbang layang
lumilah 2izys yang diksiiarean St i

®© 060 0 00

Bagian IV.B diisi dengan rincian Natura dan/atau Kenikmatan terkait pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu

Detil pengisian dapat dilihat di slide berikutnya
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L1 1A_ IVB Rincian Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

yang Diberikan Berkenaan dengan Pelaksanaan Pekerjaan di Daerah Tertentu

Lanjutan... Detil pengisian bagian Bagian IV.B

[1] diisi alamat lokasi kerja yang mendapatkan penetapan daerah tertentu.

[2] diisi dengan nomor surat Keputusan penetapan daerah tertentu.

[3] diisi dengan tanggal surat Keputusan penetapan daerah tertentu.

[4] diisi dengan nomor surat Keputusan perpanjangan penetapan daerah tertentu.

[5] diisi dengan tanggal surat Keputusan perpanjangan penetapan daerah tertentu

[6] diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan tempat tinggal, termasuk perumahan untuk pegawai dan keluarganya

[7] diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelayanan kesehatan

[8] diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pendidikan bagi pegawai dan keluarganya

[9] diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan peribadatan

[10] diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya

[11] diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan olahraga bagi pegawai dan keluarganya, tidak termasuk golf, power boating,
pacuan kuda, dan terbang layang

[12] diisi dengan hasil penjumlahan seluruh biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6
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L11-A.V. — Daftar Debitur Non Performing Loan

o._ :'E.I!'Iol':m'!“uo

TiM
HILAI EEEDIT KIRAMNG LANCA LAl EEEDIT EL 1 A TiENELAH B PEDWA TAHLY .3
FRAMNG LANC Fai [ 1A L AH KATEGDRI 1]

7% & 3 =
1] I & ' FY
A - o b L PR PLEMAT 5 R AWAL TAHUS BUNY 7] R AKHIR TRHUN BURL 1] W HLIRLE AKRUALY 1

M

Bagian V: Daftar Debitur Non-performing Loan.

* Untuk menambahkan data harta, klik tombol “+Tambah" [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.
+ Tersedia tombol “Hapus” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.
» Tersedia tombol “Impor Data” [3] untuk melakukan upload file yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan format XML
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L11-A.V. — Daftar Debitur Non Performing Loan

Dengan mengeklik tombol “+ Tambah”, wajib pajak dapat

menambahkan data pada formulir dengan penjelasan i b i

sebagai berikut: 0

[1] diisi dengan nomor identitas debitur. -

[2] diisi dengan nama debitur yang bersangkutan. = 9

[3] diisi dengan alamat lengkap debitur yang = -
bersangkutan. AN AR MNAL TAHUN

[4] diisi dengan jumlah kredit pada awal tahun buku. ' g 9

[5] diisi dengan jumlah kredit pada akhir tahun buku. WiyEteastad

[6] diisi dengan jumlah bunga pada tahun buku yang e 0
bersangkutan. AHUN SUIL AZALA

[7] diisi dengan kategori kredit, misalnya kurang lancar, e Sl 0
diragukan, dan macet. ¥

[8] Tombol “Simpan” untuk menyimpan data yang telah |J' B g
diinput..
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Lampiran
11-B

Penghitungan Biaya Pinjaman yang
dapat Dibebankan untuk Keperluan

Penghitungan Pajak Penghasilan

A. Perhitungan EBITDA

B. Perbandingan antara Utang dan Modal (Debt to Equity
Ratio)

C. Penghitungan Biaya Pinjaman



L11B - Perhitungan DER

Induk  L1-C L2 L3 L4 L5 L5 LH-A © LB Lampiran 11B digunakan
: untuk melaporkan biaya

PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIBEBANKAN UNTUK KEPERLUAN ginjamj.gysngk )
PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN dpatdinebankaniunty

keperluan penghitungan
HEADER PPh.

Terisi otomatis sesuai
perhitungan Earning
Before Interest ,Tax,
Depreciation, and
Amortization (EBITDA)

MPWP PEMLUNGELT 0011223344556000

& L PERHITUMNGAMN EAITDA

Dapat diubah sesuai
dengan kondisi

2 1L PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT T EQUITY RATICH
sebenarnya.

A L PENGHITUNGAN BIAYA PINJANAN

Terdiri dari 3 bagian dan 1 pernyataan:

R Perhitungan EBITDA

Il. Perbandingan Antara Utang dan Modal (Debt to Equity Ratio)
lll. Penghitungan Biaya Pinjaman

IV. Pernyataan terkait utang swasta luar negeri

Catatan: Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan belum mengatur ketentuan teknis penghitungan biaya pinjaman dengan metode tertentu
melalui persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan EBITDA, Wajib Pajak dapat mengisi Bagian | dengan angka 0 (nol)

I ——— WWWpa_]akgOld



L11B - |.Perhitungan EBITDA

» |, FERHITUNGAN EBITDA

Bagian |
B Perhitungan
EBITDA

Terisi otomatis
setelah mengisi
Lampiran
sebelumnya

A BEBAN BEAYE PIM AN

00000 O

[1] PENGHASILAN NETO KOMERSIAL

Bagian ini diisi dengan nilai yang terdapat pada akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada kolom NILAI (KOMERSIAL) pada Lampiran 1.
[2] BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Bagian ini diisi dengan nilai pada akun Beban Penyusutan dan Amortisasi pada kolom NILAI (KOMERSIAL) pada Lampiran 1.
[3] BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Bagian ini diisi dengan nilai yang tercantum pada formulir Induk Bagian D angka 12. PPh TERUTANG.
[4] BEBAN BIAYA PINJAMAN

Bagian ini diisi dengan nilai biaya yang ditanggung Wajib Pajak sehubungan dengan pinjaman sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
[5] EBITDA

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan angka 1+2+3+4
[6] EBITDA (%)

Bagian ini diisi dengan hasil perhitungan Persentase Tertentu ) x EBITDA

i0 Referensi ketentuan 169/PMK.010/2015
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Perbandingan Antara Utang dan
L11B - 1. Modal (Debt to Equity Ratio)

SEABRARNTE QAN LHTARE LTEH D s OO [DENT T S50 BATE

A FENGEHTURDAN NATA-NATR BAL ] UITANG

il i f ]l
H T E -} B A TRM G G MEIAL (5E Tago
harmiah Sakto Hata-Rata Litang i}
PERHITUNGAMN DER = = = N
urmind Sakhkn Hata-Rata Modal il

1 FERGEITORA T AT A PR AMAR

Il. Perbandingan Antara Utang dan Modal (Debt to Equity Ratio) terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:
A. Perhitungan EBITDA

B. berisi data pemberi pinjaman, Saldo utang tiap bulan

C. Perbandingan Antara Utang dan Modal (Debt to Equity Ratio)
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L11B- II.A. Perhitungan Rata-rata Saldo Utang

ALK FERFTTLMTGARN TATR-RATA WAL TITRKG

Dengan mengklik icon “+ Tambah” [1], wajib pajak
dapat menambah data pada formulir dengan
penjelasan sebagai berikut:

[2] diisi dengan nomor identitas pemberi pinjaman.

[3] diisi dengan nama lengkap pemberi pinjaman
(terisi otomatis jika angka 1 diisi dengan
NPWP/NIK yang valid).

I

|

|

I

|

|

I [4] diisi dengan status hubungan antara Kreditur
| dengan WP (debitur).

l Terdapat pilihan yaitu:

I (1) afiliasi atau

: (2) Independen

|
|
|
I
|

[5] diisi dengan nominal saldo utang per bulan sesuai
dengan kolom yang disediakan

ALLAY LITARAT TiH AM

[6] Simpan data yang telah diinput dengan mengklik
tombol “simpan”

NATAILETA

www.pajak.go.id



L11B- |I.B. Perhitungan Rata-rata Saldo Modal

: o Dengan mengklik icon “+ Tambah” [1], wajib
pajak dapat menambah data pada formulir

o MopACsON. dengan penjelasan sebagai berikut:
e
R [2] Diisi dengan catatan yang menjelaskan
- I w detil informasi modal.
: s [3] Diisi dengan nominal saldo Modal per
4 : bulan sesuai dengan kolom yang
WAL D2l MATMEAL BLIL AN I Bp dISEdIakan
sz '91 [4] Simpan data yang telah diinput dengan
I mengklik tombol “simpan”
ok WK I RS
—_—— =
|
1 W0 I | £
4 I -
_..d_:_l-;_- AL BUILAT I L&
o, Wi I R}
it I
1 0L i I "

www.pajak.go.id



L11B- II.C. Perhitungan DER

v C PEMGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

Jumilah Rata-Rata
Saldo Utang

Il

PERHITUNGAN DER

Jumiah Rata-rata
Saldo Modal

Bagian C akan terisi otomatis jika data pada bagian A dan B telah diisi.

Contoh:

Apabila jumlah saldo rata-rata utang yang berasal dari Bagian Il.A
sebesar Rp1.680.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta
rupiah) dan jumlah saldo rata-rata modal yang berasal dari Bagian 11.B
adalah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), maka
pengisian bagian ini sebagai berikut:

Jumlah saldo rata-rata 1.680.000.000
utang _ :fﬁ_-_ﬂ_ L
Jumlah saldo rata-rata 280.000.,000 ek
modal

= N/A

(o

“Sesuai ketentuan PMK 169 Tahun 2015 Besarnya
perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi
sebesar empat dibanding satu (4: 1)”

Jika melebihi dari yang ditetapkan, maka Biaya Pinjaman
yang dapat diperhitungan perlu disesuaikan maksimal
sebesar 4:1

Merujuk ke contoh, maka penyesuaian besaran biaya
pinjaman yang dapat diperhitungkan adalah sebesar
Rp1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta
rupiah)

dikecualikan dari ketentuan di atas bagi Wajib Pajak tertentu
sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 2 PMK 169 Tahun
2015

www.pajak.go.id



L11B- Ill.Perhitungan Biaya Pinjaman

ADD PENGHITUNGAN BRaYA PINIAMAN

PERARER] 2 H.'M‘:r*o

SR RATARATA '.|I'.!-_"\.'|9
BAA IR AMAN .|'-.L.-r.'ra:-°
BIAKA PINIAMAN FANG 1AF
DIFERHITUGNEAN DALAR
MEMGHETUING FENEHASILAN
EEMD, FAJAK

EIAYA PIFAKMAN YAMNG TIDRK
DAHAT DIKURANGEAMN

Dengan mengklik icon “+ Tambah” [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

[2] Diisi dengan nama pemberi pinjaman.

[3] Diisi dengan saldo rata-rata utang dalam satu tahun.

[4] Diisi dengan bunga atas pinjaman yang diterima

[5] Diisi dengan biaya yang dapat diperhitungkan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku
[6] Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol “simpan”

1 WwwpaJakgmd



Lampiran
13-A

Daftar Fasilitas Penanaman Modal



L.13A - Daftar Fasilitas Penanaman Modal

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

4 7 19 Lio-A L10-B 10-€  L10-D -A LB | 3A LB L13C LM

|---J

Lampiran 13.A (Daftar Fasilitas Penanaman Modal) digunakan untuk melaporkan fasilitas perpajakan dalam rangka
penanaman modal antara lain sebagai berikut:

Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana
diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang PPh.

Fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu
yang merupakan industri padat karya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan
penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan.

Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus.

ﬁ---_’
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L.13A - Daftar Fasilitas Penanaman Modal

DAFTAR. FASILITAS PENANAMAN MODAL

HEADER

FASILTTAS FERFAREAN DALAR HARGEA PEMANARMAR BEO0AI
I + Tambak G
AN N N N N J
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Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal

Data akan terprepopulasi dari data registrasi dan data tahun lalu, namun wajib pajak juga dapat mengedit informasi yang sudah
tercantum dalam daftar dengan mengeklik tombol “Tambah”
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L.13A - Daftar Fasilitas Penanaman Modal

FASILITAS PERPAIAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

1, DALAN HAL PERLISAMAAN MEMDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAK RANGEA PENARNAKAN MODAL FELASKAMN

Dengan mengklik icon “+ Tambah” [1], wajib pajak
A HEPUTUSAN ATAL PEMBERITAHUAMN PEMEERIAN FACILITAS dapat menambah data -pada formulir dengan
penjelasan sebagai berikut:

[2] Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan
menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai

B. KEPUTUSAN PEMANFARTAN FASILITAS 0 oo
pemberian fasilitas penanaman modal

©0 00

[3] Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan
menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai

2 PERANAMAN MODAL YANG DISETLULI pemberian fasilitas penanaman modal.
A JUMLAH FENANAMAN MODAL YANG DISETUIUI [4] Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan
A R e el menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas

penanaman modal.

it [5] Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan
: : menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas
8. BENTUK PENANAMAN MODAL Ban Paorfunan penanaman modal..

L. Db BIOwNG Dby ATAL CHERGH

D FASILITAS YANG DiSERIKAN 0 RS LTRARGAN PERGHASILAN NETC FERSEMTARE
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L.13A - Daftar Fasilitas Penanaman Modal

FASILITAS PERPAIAKAN DRALAM FANGEA PEMARANAN MODAL

1, DALAN HAL PERLISAMAAN MEMDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAK RANGEA PENARNAKAN MODAL FELASKAMN

A, KEPUTUSAN ATAL PEMBERITAHUAMN PEMBERIAN FASILITAS

B. KEPUTUSAN PEMAMFARTAN FASILITAS

2 PEMNANAMAN MODAL YANG DREETLULI

A. JUMLAH FEMANARMAN MODAL YANG DISETLILE

d. BENTUK PENANAKMAN MODAL

L. Db BIOwNG Dby ATAL CHERGH

D FASILITAS YANG DiSERIKAN

Q0

Dengan mengklik icon “+ Tambah” [1], wajib pajak
dapat menambah data pada formulir dengan
penjelasan sebagai berikut:

[6] Diisi dalam mata uang asing yang digunakan
sebagaimana tercantum berdasarkan surat
keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan
mengenai pemberian fasilitas penanaman modal

[7] Bagian ini diisi dalam hal mata uang yang
tercantum dalam surat keputusan menteri
keuangan atau pemberitahuan mengenai
pemberian fasilitas penanaman modal merupakan
mata uang asing.

Bagian ini diisi dengan jumlah penanaman modal
yang disetujui dalam mata uang asing yang
dikonversi ke mata uang pembukuan (rupiah)
dengan kurs yang sebenarnya berlaku pada
tanggal surat keputusan menteri keuangan atau
pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas
penanaman modal.
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L.13A - Daftar Fasilitas Penanaman Modal

FASILITAS PERPAIAKAN DRALAM FANGEA PEMARANAN MODAL

1, DALAN HAL PERLISAMAAN MEMDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAK RANGEA PENARNAKAN MODAL FELASKAMN

[8] Bagian ini diisi dalam hal mata uang yang
tercantum dalam surat keputusan menteri
keuangan atau pemberitahuan mengenai

pemberian fasilitas penanaman modal merupakan

rupiah.

Bagian ini diisi dengan jumlah penanaman modal

dalam mata uang rupiah yang tercantum

A, KEPUTUSAN ATAL PEMBERITAHUAMN PEMBERIAN FASILITAS

B. KEPUTUSAN PEMAMFARTAN FASILITAS

Tarkggal ' m berdasarkan surat keputusan menteri keuangan
atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas
L PENANAMAN MODAL YANG DRSEFLULD penanaman modal
A JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUIUI [9] Bagian ini diisi dengan total jumlah penanaman
ALAN MATA LIANG ASING modal yang disetujui, baik dalam mata uang asing

maupun rupiah.

o 9 [10] Bagian ini diisi dengan memilih salah satu dari
: : o pilihan yang tersedia (baru atau perluasan)
8. BENTUK PENANAMAN MODAL i i @

L. Db BIOwNG Dby ATAL CHERGH

D FASILITAS YANG DiSERIKAN 0 RS LTRARGAN PERGHASILAN NETC FERSEMTARE
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L.13A - Daftar Fasilitas Penanaman Modal

E1 IR, CUASIEAT ALY WA R A

Lk, FASTLITAS YAKNG THBFRILAN

fii TAHILIN IS

[11] Bagian ini diisi dengan klasifikasi

baku lapangan usaha Indonesia
(KBLI) di bidang usaha dan/atau
daerah tertentu yang disetujui
untuk penanaman modal
berdasarkan surat keputusan
menteri keuangan atau
pemberitahuan mengenai
pemberian fasilitas penanaman
modal. Contoh: 24101

[12]Bagian ini diisi dengan fasilitas

yang diberikan berdasarkan surat
keputusan menteri keuangan atau
pemberitahuan mengenai
pemberian fasilitas penanaman
modal dengan memilih salah satu
atau lebih pilihan yang tersedia

www.pajak.go.id



L.13A - Daftar Fasilitas Penanaman Modal

E1 IR, CUASIEAT ALY WA R A

Lk, FASTLITAS YAKNG THBFRILAN

[13] Bagian ini diisi dengan jumlah
realisasi penanaman modal dalam
Tahun Pajak ini sebelum saat mulai
@ berproduksi komersial.

[14] Bagian ini diisi dengan tanggal,
bulan, dan tahun saat mulai
berproduksi komersial

L SANT MAILA| RERPROCUKSI NORMERSIAL @ berdasarkan surat keputusan

menteri keuangan mengenai
& pemanfaatan fasilitas penanaman
AR @ modal dengan format pengisian
DD-MM-YYYY
[15] Bagian ini diisi dengan angka 1
(satu) sampai 6 (enam) untuk
| & s | setiap Tahun. Untuk jumlah
pengurang penghasilan Neto akan
terisi secara otomatis

fii TAHILIN IS
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L.13B - Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN
~—="
T

---J

Li-# F 3 L4 LT L2 L=~ L10-8 Li10-C L10-D L11-/ L11-B LY3-4

DAFTAR TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas tambahan pengurangan penghasilan bruto antara lain sebagai berikut:

« Wajib Pajak Badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam
rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan
penghasilan bruto paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen)

« Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, dapat
diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 300% (tiga ratus persen)

« Wajib Pajak Badan dalam negeri yang menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan sumber daya manusia pada kegiatan
pendidikan dan/atau pelatihan di Ibu Kota Nusantara untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam
rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu, dapat diberikan pengurangan

penghasilan bruto paling tinggi sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen)
] WwwpaJakgmd



L.13B - Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan

N MENDAPKT FASILITAS PEMGAURANGAN FENCGHASILAN BEIMT UNTIK HEGIATAN FRAKTIE KERW, PERIAGANTANN MAATALD PERTBELS A RAN TALAM FANGHEA FEMARINAAM DAN PENCGEMAAREAN SLIMBEE DEYA MANLISA BERBAY S DIMPETENS TEETENT

A [HALAN HAL PERLSAHAN
o
FLRL LA A, I RLA S

TRy on] WAITIA, MEATAN . 7] METERA NGAN
NICLETHR 12 THMERG AL |

Bagian A Diisi Dalam hal perusahaan mendapatkan fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto Untuk Kegiatan Praktik Kerja,
Pemagangan, dan/Atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi
Tertentu.

Untuk mengisinya, tekan icon “Tambah” [1]
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L.13B - Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

Y

[2] Bagian ini diisi dengan nomor perjanjian kerja sama.

[3] Bagian ini diisi dengan tanggal perjanjian kerja sama

[4] Bagian ini diisi dengan nama mitra penyelenggara kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
[5] Bagian ini diisi dengan penjelasan singkat atas perjanjian kerja sama
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L.13B - Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

TRhEsEn N Fi EELRRIT i A LA BT

Bagian B. Diisi dengan Rekapitulasi Biaya Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu .

Tekan icon pensil [1] untuk mengisi jumlah Rupiah atas komponen biaya yang sesuai deskripsi
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L.13B - Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto
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RAHGAN 5.

Bagian C. Diisi dalam hal perusahaan mendapatkan fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto Untuk Penelitian dan Pengembangan

Untuk mengisinya, tekan icon “Tambah” [1]

www.pajak.go.id



L.13B - Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

2]
3 )
5]

r .-

[2] Bagian ini diisi dengan nomor proposal fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan penelitian dan pengembangan

[3] Bagian ini diisi dengan tahun dimulainya pengeluaran biaya yang mendapatkan fasilitas.

[4] Bagian ini diisi dengan tahun berakhirnya pengeluaran biaya yang mendapatkan fasilitas.

[5] Bagian ini diisi dengan akumulasi biaya penelitian dan pengembangan yang dikeluarkan selama 5 (lima) Tahun Pajak terakhir
sejak saat yang terjadi terlebih dahulu antara Tahun Pajak pendaftaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau mencapai
tahap komersialisasi.
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L.13B - Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

. .-

[6] Bagian ini diisi dengan besaran nilai persentase tambahan pengurangan penghasilan bruto yang diperoleh Wajib Pajak.
[7] Bagian ini diisi dengan Tahun Pajak diperolehnya HAKI atau mencapai tahap komersialisasi
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L.13B - Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto
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Bagian D terkait dengan Penghitungan Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto akan terisi secara otomatis

www.pajak.go.id
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L13C - Daftar Fasilitas Penguran PPh Badan

DAFTAR FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN

BEFUTUEMAN [WRBESRIN FANLLITLL BT AN PEHARSLLIAN BAAIITRE AR A LK FEAIAR AL BN RL § Bl # L NG Al FRER TS FIHLILAM Gl PFH AN
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P FRALGANG. 1)

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas pengurang PPh Badan bagi:

Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang merupakan industri pionir

Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang merupakan kegiatan utama di kawasan ekonomi khusus
Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang memiliki nilai strategis untuk mempercepat pembangunan dan
pengembangan Ibu Kota Nusantara

Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di Financial Center Ibu Kota Nusantara

Pelaku usaha yang mendirikan atau memindahkan kantor pusat atau kantor regional ke Ibu Kota Nusantara
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L13C - Daftar Fasilitas Penguran PPh Badan

Dengan mengklik icon “+ Tambah” [1], wajib pajak
dapat menambah data pada formulir dengan

ADD FASILITAS FARAK LINTUK PENGURANGAN PAIAK PENGHASILAN BADAN penjelasan Sebagai berikut:

[2] diisi dengan Bagian ini diisi dengan nomor surat
Keputusan Menteri Keuangan mengenai
pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan

[3] diisi dengan diisi dengan tanggal surat keputusan

m Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas
(8]

0000

pengurangan PPh Badan

[4] diisi dengan nomor surat Keputusan Menteri
Keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas
pengurangan PPh Badan

[5] diisi dengan tanggal surat Keputusan Menteri
Keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas
pengurangan PPh Badan.

[6] diisi dengan jumlah penanaman modal yang
disetujui

B Simpan [7] diisi dengan jumlah tahun pemanfaatan fasilitas
sejak saat mulai berproduksi komersial.

[8] diisi Bagian ini diisi dengan persentase besaran
fasilitas yang diberikan sesuai dengan surat
Keputusan Menteri Keuangan mengenai
pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh Badan
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L13C - Daftar Fasilitas Penguran PPh Badan

ADD FASHITAS FALAK LINTUK PEMGLURANTAN PAIE PENGHASLAN EATAN

[9] Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan kena
pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan
TAMGDAL EEPUTIASAN PEMBEIIAN FASILITAS L] E 1" PPh

[10] Sistem akan menghitung secara otomatis hasil
Penghasilan Kena Pajak dikalikan Tarif PPh
Badan yang berlaku

[11] Sistem akan menghitung secara otomatis hasil
Persentase Pengurangan PPh dikalikan PPh
Terutang

000
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1 14— Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan

Pengadaan Sarana dan Prasarana

PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAMN PRASARANA

)

PRI 1]
UL LEFT 1

L LEE [T (F 8 ETL AT
= L TR ST

L e LUK (R TN PO AN T LS Lo P iR e Do P, oy Lt a i, faki PG AR STTLRL AT PRI
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S
o
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T LIN ST T B T IT]R

M

Sisa lebih ini merupakan sisa lebih yang diterima atau diperoleh:
» Badan atau Lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya; dan

« Badan atau Lembaga nirlaba yang bergerak daam bidang Pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang

& LB

W AT

iR VR

A AT
b1 PALAK

[T =
LA T

LT

telah terdaftar pada instansi yang membidanginya dan penyelenggaraan Pendidikan, dan/atau penelitian dan

pengembangannya terbuka kepada pihak manapun.

yang ditanamkan Kembali dalam bentuk Pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana dalam jangka waktu paling

lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
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1 14— Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Dengan mengklik icon “+ Tambah” [1], wajib pajak
dapat menambah data pada formulir dengan
penjelasan sebagai berikut:

Bt b e [2] diisi dengan tahun pajak/bagian tahun pajak sisa
. A : e lebih diterima atau diperoleh oleh badan atau
e Lembaga
0 [3] diisi dengan jumlah sisa lebih diterima atau

diperoleh pada tahun pajak yang bersangkutan

yang disediakan untuk ditanamkan Kembali

selama 4 (empat) tahun
[4] diisi dengan bentuk penanaman Kembali sisa
lebih, antara lain:

» Ditanamkan kembali dalam bentuk
pembangunan dan pengadaan sarana dan
prasarana yang digunakan sendiri

» Ditanamkan kembali dalam bentuk
pembangunan dan pengadaan sarana dan
prasarana untuk fasilitas umum

» Ditanamkan kembali dalam bentuk
pembangunan dan pengadaan sarana dan
prasarana yang diberikan kepada badan atau
Lembaga lain

+ Ditanamkan dalam dana abadi
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Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan
Pengadaan Sarana dan Prasarana

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[5]

[6]

[7]

[8]

diisi dengan jumlah sisa lebih yang dierima atau
diperoleh dalam mata uang rupiah dalam tahun
pajak yang bersangkutan yang ditanamkan [ada
tahun ke-1,2,3, atau 4.

sistem akan menghitung secara otomatis hasil
penjumlahan penggunaan sisa lebih tahun ke-1
s.d. tahun ke-4 dalam mata uang Rupiah.

Sistem akan menghitung secara otomatis sisa
lebih yang belum ditanamkan Kembali. Angka ini
diperoleh dari hasil penghitungan Penyediaan
Sisa Lebih Untuk ditanamkan Kembali selama 4
tahun dikurangi dengan jumlah penggunaan
sisa lebih.

Bagian ini akan terisi dengan jumlah sisa lebih
yang melewati jangka waktu penanaman Kembali
dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dalam mata
uang Rupiah
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Prefiling dan Validasi SPT Tahunan PPh Badan di Coretax

3 Mandatory
24 Conditional

Prepop/
Key-in
Prepop +
Key-in
Key-in

Nama Form

Keterangan

Prepopulated (P) /

Ke

-in (K)

Mandatory (M) /
Conditional (Q))

Keterangan

Induk Induk SPT P/K M Skema Pertanyaan
Lampiran 1 Rekonsiliasi Laporan Keuangan P/K M Dalam hal WP menyampaikan LK dalam format XBRL, maka kolom LK
Komersial dapat terprepopulated

Lampiran 2 Daftar Kepemilikan P+K M Prepopulated dari data registrasi dan data tahun lalu
Lampiran 3 Daftar PPh yang Dipotong/Dipungut Pihak Lain P+K C Kredit Pajak dalam negeri diambil dari data e-Bupot
Lampiran 4 Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final P+K C Diambil dari data e-Bupot atau payment

dan Daftar Penghasilan yang Bukan Objek Pajak
Lampiran 5 Daftar Peredaran Bruto P+K C hanya diisi oleh WP PP23. Data gross-up dari data pembayaran
Lampiran 6 Angsuran Tahun Berjalan P+K C hanya bagi WP yang tidak diwajibkan SPT Masa PPh Pasal 25
Lampiran 7 Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal P+K C hanya bagi WP yang masih memiliki kompensasi rugi fiskal
Lampiran 8 Penghitungan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Pasal 31E ayat P+K C Diisi oleh WP yang mendapat fasilitas tarif PPh Pasal 31E

(1) UU PPh
Lampiran 9 Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal P+K C hanya bagi WP yang memiliki koreksi fiskal atas penyusutan

Data prepop dari tahun lalu dan bisa diedit

Lampiran 10A — | Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan K C hanya bagi WP yang memiliki transaksi hubungan istimewa
Lampiran 10C Istimewa
Lampiran 10D Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal K C hanya bagi WP yang melewati threshold transaksi hubungan istimewa
Lampiran T1A Kelengkapan Biaya Tertentu P+K C hanya jika WP akan membebankan biaya tertentu
Lampiran 11B Penghitungan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan P+K M Diisi oleh semua WP Badan

Modal
Lampiran 11C Laporan Utang Swasta Luar Negeri K C hanya bagi WP yang memiliki utang swasta luar negeri
Lampiran 12A Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) P+K C hanya bagi WP BUT
Lampiran 12B Laporan Realisasi Reinvestasi Laba Setelah Pajak BUT K C hanya bagi WP BUT yang Reinvestasi Laba Setelah Pajak
Lampiran 13A Daftar Fasilitas Penanaman Modal P+K C hanya bagi WP yang memiliki fasilitas (tax allowance)
Lampiran 13B Daftar Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto P+K C hanya bagi WP yang memiliki fasilitas (super deduction)
Lampiran 13C Daftar Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan P+K C hanya bagi WP yang memiliki fasilitas (tax holiday)
Lampiran 14 Penggunaan Sisa Lebih P+K C hanya bagi WP yang memiliki Sisa Lebih
Lampiran 15A— | Kelengkapan WP K3S Migas P+K C hanya bagi WP K3S

15G
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Edukasi perpajakan di Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di Hubungi unit kerja DJP di

edukasi.pajak.go.id pengaduan.pajak.go.id www.pajak.go.id/unit-kerja



udjp Terima Kasih

Pajak, Semua dapat Manfaatnya

GOO@ DitjenPajakRlI www.pajak.go.id @ 1 500 200
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